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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Sejarah Nasional Indonesia (SNI) jilid VII ini lahir sebagai
salah satu perwujudan dari kebijaksanaan pimpinan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan pada periode lalu, melalui hasil
rakernas departemen tahun 1992; karena itu proses kelahiran-
nya berbeda dengan keenam jilid SNI yang telah ditulis dan di-
terbitkan pada tahun-tahun yang lalu.

Keenam jilid SNI yaitu dari jilid I sampai VI, telah dikerja-
kan dengan pelbagai langkah persiapan, mulai dari seminar
sampai ke penunjukan tim penulis dan editor dari masing-
masing jilid; demikian pula telah ditunjuk sejarawan-sejarawan
yang menjadi editor umum dari keenam jilid SNI tersebut.

Berdasarkan keputusan Rakernas Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 1992 itu, pimpinan Direktorat Sejarah
dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan me-
nugaskan kepada pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumen-
tasi Sejarah Nasional (IDSN) untuk mewujudkan hasil kepu-
tusan rakernas tersebut.

Perwujudan dari keputusan Rakernas Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan tersebut tidaklah mudah. Ketidakmu-
dahan itu disebabkan oleh karena menulis sejarah masa kini
(kontemporer) merupakan jenis penulisan yang mengandung
kerumitan, terutama sekali karena para pelakunya masih ba-



nyak yang hidup di dalam subjektivitasnya masing-masing.
Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa penulisan se-
jarah jenis ini tidak dapat dilakukan.

Perlu disebutkan di sini bahwa dari segi pengadaan, antara
SNI jilid I sampai VI terdapat perbedaan dengan jilid VII dalam
arti inisiatif pengadaan jilid VII ini adalah dari pimpinan Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan yang dijadikan sebagai
salah satu keputusan rakernas tahun 1992, sedangkan jilid I
sampai VI pengadaannya disepakati di dalam Seminar Sejarah
Nasional II pada tahun 1970 di Yogyakarta. Namun demikian,
dari segi isi jilid VI edisi revisi tahun 1984, bab akhir yang
menyangkut uraian tentang Orde Baru, telah diolah kembali
menjadi bab I dari jilid VII ini.

Demikianlah, SNI jilid VII yang berada di tangan pembaca,
merupakan usaha untuk merekonstruksi kembali pelbagai
peristiwa yang dalam periode sejarah modern kita dikenal de-
ngan nama Orde Baru Tentu saja hasil penulisan ini tidak ter-
lepas dari kekurangan-kekurangan. Tetapi hal itu terjadi pasti
bukan karena faktor Kkesengajaan; karena itu saya ingin
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berjerih-payah sehingga buku SNI jilid VII ini dapat terwujud
sebagaimana adanya sekarang.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962
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PENDAHULUAN

Jilid VII dari buku Sejarah Nasional Indonesia ini adalah
hasil kesepakatan Tim Revisi yang ditunjuk Proyek IDSN
Depdikbud pada tahun 1992. Jilid VI lama mencakup jangka
waktu dan permasalahan yang sangat luas, mulai dari masa
pendudukan Jepang sampai G—30 S/PKI (sekitar 23 tahun).
Ketika itu diputuskan agar Jilid VI yang direvisi itu hanya men-
cakup periode Republik Indonesia sampai Demokrasi Tei-
pimpin periode pendudukan Jepang juga dibatasi pada peris-
tiwa-peristiwa yang menyangkut persiapan Proklamasi. Pen-
dudukan Jepang sendiri dimasukkan dalam Jilid V yang ke-
mudian juga mengalami revisi. Selain itu diputuskan pula
G-30 S/PKI dikaitkan dengan proses timbulnya Orde Baru.

Ketika Sejarah Nasional Indonesia yang enam jilid itu per-
tama kali diterbitkan pada tahun 1975, dan kemudian ketika
diadakan revisi pertama tahun 1980 dan disusul dengan per-
baikan pada tahun 1985 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.
sejarah Orde Baru belum bisa ditulis. Sekalipun ketika itu
telah banyak bermunculan analisis dari berbagai cabang ilmu
sosial, terutama dalam majalah Prisma, namun para sejarawan
belum memperhatikannya kecuali sejarah ABRI yang ditangani
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Pusat Sejarah ABRI. Jarak antara sejarawan dan masalah-
masalah itu masih dekat ketika itu.

Baru pada tahun 1992 ketika IDSN Depdikbud mendapat
tugas untuk mengadakan revisi buku sejarah itu, dipandang
telah waktunya untuk mengemukakan Orde Baru dalam satu
jilid tersendiri. Berbagai peristiwa yang mewujudkan Orde
Baru telah demikian terkristalisasi. sehingga jarak yang diperlu-
kan untuk menghasilkan penulisan sejarah telah tercapai.

Namun demikian ada satu kendala yang sangat sulit diatasi.
Analisis sejarah yang baik sangat bergantung pada sumber
sejarah primer. Jilid-jilid lain, terutama jilid IV dan seterusnya
sampai jilid I. tidak mengalami kesulitan dalam hal ini. Selain
itu periode-periode pra Proklamasi itu telah mendapat per-
hatian yang sangat luas dari para sejarawan dalam dan luar
negeri sehingga berbagai peristiwa yang tersangkut telah men-
dapat perhatian, bahkan telah dilakukan analisis berkali-kali.
Keadaan semacam itu tidak bisa disamakan dalam periode
Orde Baru. Baik sumber sejarah primer maupun hasil analisis
sejarah mengenai periode ini masih sangat minim.

Jilid VII ini, dengan demikian lebih banyak bergantung
pada sumber sejarah sekunder seperti surat-kabar, tulisan ber-
bagai pihak, dan sudah tentu hasil analisis berbagai pakar
ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya. Data yang diperoleh
dari surat kabar, majalah ilmiah maupun populer, serta data
statistik cukup banyak tersedia untuk dijadikan titik tolak
analisis sejarah. Demikian pula data yang dikumpulkan Tim
Revisi dari berbagai daerah yang dikunjunginya menjadi bagian
yang sangat penting.

Jangkauan waktu yang dicakup dalam Jilid VII ini adalah
dari G—30-S/PKI sampai Repelita IV (sekitar tahun 1980an).
Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penghianatannya itu
ditampilkan di sini sebagai awal disebabkan berbagai hal.
Sebab terutama adalah kenyataan bahwa struktur peristiwa
ini mengandung juga struktur awal dari Orde Baru. Para eks-
ponen Orde Baru yang menumpas pemberontakan itu, dan
massa pelajar dan mahasiswa yang turut menumbangkan rezim



Demokrasi Terpimpin yang membela PKI ketika itu, kemudian
juga ternyata menjadi eksponen dari pembangunan ekonomi
dan pembangunan bangsa di masa Orde Baru, “Pembangunan
Sebagai Pengamalan Pancasila’ adalah wujud normatif dari
periode ini. '

Orde Baru ditinjau sebagai suatu masa tersendiri dalam
perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Pertama-tama hal
ini nampak dari kenyataan bahwa struktur politik dan per-
satuan dan Kesatuan bangsa dilandasi oleh sistem nilai UUD
1945 yang murni. Pancasila mendapat bentuknya yang ter-
lepas dari pengaruh PKI yang menginginkannya sekedar sebagai
“alat pemersatu” saja, yang dapat dibuang dan digantikan
dengan komunisme. Dalam masa Orde Baru Pancasila adalah
alat pemersatu dan sekaligus tujuan yang senantiasa harus di-
perjuangkan, suatu faktor eschatologis dalam sejarah Indonesia.
Selain itu Pancasila juga menjad: pedoman dasar bagi politik
luar negeri yang bebas dan aktif, tanpa terikat pada blok ini
atau blok itu ataupun poros ini atau poros itu; demikian pula
strategi pembangunan digariskan sesuatu dengan tujuan yang
terkandung dalam Pancasila.

Namun demikian jilid VII ini tidak berpretensi untuk
mengungkapkan seluruh aspek, peristiwa ataupun detail lain-
nya mengenai Orde Baru. Betapa pun Orde Baru sedang dalam
proses. Bentuknya yang akhir belum bisa dipastikan, umpama-
nya “’Demokrasi Terpimpin’ yang merupakan suatu proses
sejarah yang telah selesai, sebab itu mengenai Demokrasi
Terpimpin” orang bisa mengemukakan pendapat yang final,
yang pasti. Orde Baru yang sedang berada dalam proses ter-
bentuk belum bisa mendapat penilaian yang pasti, masih ada
kelanjutannya, jalannya masih panjang. harapan-harapannya
belum semua terwujud.

Sebab itulah tekanan yang diberikan jilid VII ini adalah
pada momentum yang melahirkan Orde Baru dan proses per-
kembangan awalnya (sampai tahun 1980an itu), yang me-
rupakan bagian yang sangat penting dalam “Pembangunan
Jangka Panjang Tahap [ yang berlangsung sejak tahun 1969



sampai tahun 1992 itu. Dalam buku ini hanyalah faktor-faktor
yang memberi wujud pada momentum tersebutlah yang di-
kemukakan. Faktor-faktor itu adalah (1) kehidupan politik.
(2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan Hankamnas,
(4) kehidupan kemasyarakatan, dan (5) kehidupan budaya.

Dalam bagian pertama buku ini yang menyangkut ke-
hidupan politik (Bab 1), selain proses penumpasan G-30-S/
PKI, juga pembangunan politik (struktur dan norma) yang
menjadi ciri khas Orde Baru mendapat perhatian. Dalam hal
ini, Surat Perintah 11 Marer 1966 (yang naskah otentiknya
sampai sekarang belum ditemukan) yang melandasi proses
stabilisasi politik cukup luas dibahas. Selanjutnya dalam proses
pembangunan politik itu, juga upaya mempertahankan per-
satuan dan kesatuan melalui pemantapan Pancasila mendapat
perhatian ulama.

Bagian mengenai Hankamnas (Bab 1I) bermula juga dari
reorganisasi ABRI, dilanjutkan dengan berbagai operasi peng-
amanan dalam negeri, dan peranan sosial-ekonomi ABRI.

‘Bagian berikutnya mengenai faktor ekonomi (Bab III)
juga menekankan stabilisasi ekonomi sebelum terwujudnya
Repelita. Pembahasan selanjutnya mengikuti pembabakan
Pelita sampai Pelita IV. Tidak kurang penting di sini adalah
upaya-upaya menegakkan koperasi yang tetap menjadi tujuan
dalam proses pembangunan ekonomi ini.

Bagian tentang perkembangan sosial (Bab IV) menekankan
masalah-masalah yang tersangkut dengan pertumbuhan pen-
duduk yang terlampau pesat, pemekaran kota serta peranan
wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
sebagai suatu gejala yang sangat menarik yang muncul dalam
masa ini.

Bagian terakhir mengenai kehidupan budaya (Bab V) me-
nekankan ungkapan-ungkapan budaya dalam masyarakat di
masa itu, seperti kesusastraan, video-tv, seni tari dan pertunjuk-
an, olah raga, film dan musik, dan aliran kepercayaan; juga
sistem pendidikan dicakup dalam bab ini.



Dalam membahas faktor-faktor tersebut, terutama des-
kripsi dari berbagai peristiwa dan struktur organisasinya, sudah
barang tentu tidak bisa dihasilkan suatu hal yang tuntas, seperti
telah dikemukakan di atas. Sekalipun demikian, Tim Revisi
beranggapan bahwa bentuk dasar dari awal, atau bangkitnya
Orde Baru, telah bisa ditampilkan. Buku ini diharapkan bisa
menjadi pelengkap bagi pendidikan sejarah pada sekolah-
sekolah dari berbagai tingkatan. Untuk berbagai kekurangan
dan kekeliruan yang mungkin ada di sana-sini. tim revisi dan
penulis menyampaikan permintaan maafnya.

Jakarta, Oktober 1993



BAB 1
KEHIDUPAN POLITIK

A. LAHIRNYA ORDE BARU

Di dalam kehidupan politik yang berdasarkan sistem demo-
krasi terpimpin, partai yang amat Juas memperoleh kesempatan
untuk membangun dan mengembangkan kekuatan politiknya
ialah Partai Komunis Indonesia (PKI). Di dalam tatanan peme-
rintah dan lembaga negara, PKI dianggap ’mewakili’’ golongan
Marxisme — Komunis, sedang PNI dan NU masing-masing di-
anggap sebagai mewakili golongan Nasionalis dan Agama.
Tentu saja, dalam kedudukan resmi sebagai wakil salah satu
golongan itu. PKI dapat mewujudkan rencana partainya untuk
memperoleh lebih banyak posisi penting dalam mengatur ke-
hidupan politik dan masyarakat.

Terbuka luasnya kesempatan yang demikian bagi PKI tidak
terlepas dari sikap Presiden Soekarno terhadap partai yang
berideologi Marxisme — Komunisme ini. Sikap Presiden
Soekarno terhadap PKI pada masa demokrasi terpimpin itu
terutama beralasan “bahwa di dalam segala hal, apa yang di-
lakukan oleh PKI dapat beliau kendalikan”.! Keyakinan Pre-
siden Soekarno di dalam mengendalikan PKI 1tu didasari oleh
beberapa hal seperti berikut.

1. Untuk keterangan ini, lihat Roeslan Abdulgani, dalam Memori: Seminar Kiprah
Sejarah (Jakarta: Grafiti Pustaka Utama 1993).



(1) Di dalam penguasaan ajaran Marxisme, Presiden Soekarno
merasa lebih, dibanding dengan Aidit sekalipun.

(2) Di dalam mengendalikan rakyat, Presiden Soekarno juga
merasa lebih daripada PKI.

(3) Presiden Soekarno yakin bahwa PKI sebagai'gerakan inter-
nasional, dalam segala kegiatan yang dilakukan organisasi
politik itu harus melalui dirinya sebagai Presiden.?

Di samping ketiga hal tersebut di atas, terdapat faktor lain
yang nampaknya melandasi sikap Presiden Soekarno terhadap
PKI, yaitu ia beranggapan bahwa PKI tidak sama dengan gerak-
an-gerakan atau partai-partai Komunis lain di dunia, yang sangat
terikat dan tergantung dengan ’induknya”, yaitu Partai Komu-
nis Uni Soviet.? Sikap Presiden Soekarno itu tidak dapat di-
lepaskan dari hasil pemikirannya yang telah dirumuskan sejak
1926 melalui tulisannya yang berjudul MNasionalisme, Islamisme
dan Marxisme.*

PKI berusaha sekuat tenaga memanfaatkan kesempatan
yang ada untuk bergerak secara legal dalam tubuh pemerintah
dan masyarakat. Malah untuk mencapai tujuan partai, pimpinan
PKI membentuk pula Biro Khusus.® Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan partai-
nya, baik secara terbuka maupun melalui kegiatan di bawah
tanah, yaitu menciptakan keresahan di dalam masyarakat,
sebagai langkah persiapan untuk merebut kekuasaan ke dalam
tangannya. Misalnya, PKI melakukan kegiatan-kegiatan pisik,

2. Ibid

3. Zainul Jasni Bung Hatta Menjawab, Bulan Bintang, Jakarta, th. 1980, h.
Untuk mendapatkan kaitan gagasan-gagasan Soekarno dengan Marxisme, lihat
Wiratmo Soekito, "Pengaruh Marxisme sebagai Idiologi”. Terhadap gagasan-
gagasan Soekarno didalam Persepsi, Th. I Oktober—November—Desember,
1979, h.1-20

4. Untuk mengetahui isi tulisan yang dimaksud, lihat Ir. Soekarno, Dibawah
Bendera Revolusi, 1962, Jilid I h 123.

5. Untuk keterangan lebih lanjut tentang kedudukan dan kegiatan Biro Khusus

sebagai organisasi gerakan bawah tanah PKI ini, lihat, Soetopc Soetanto, "'Biro
Khusus Partai Komunis Indonesia”, di dalam Persepsi. Op. cit., " h. 108-142.



seperti demonstrasi-demonstrasi dengan mengarahkan massa
untuk mengucilkan lawan-lawannya, dan tuntutan-tuntutan
terbuka untuk membubarkan organisasi-organisasi yang di-
anggapnya sebagai kekuatan penghalang untuk mencapai tujuan-
nya. Seluruh kegiatan itu dilakukan secara terbuka dan teren-
cana. Aksi-aksi itu dikenal dengan nama Aksi Sepihak.

Sebagai contoh ketika Badan Pendukung Soekarnoisme
(BPS) tampil sebagai kekuatan terorganisasi untuk menghadang
pengaruh dan kemajuan PKI, maka para pimpinan PKI mem-
buat gerakan yang justru untuk melawan ide-ide Presiden
Soekarno yang akan dikembangkan BPS itu. Ternyata Aidit
dan para pemimpin PKI berhasil meyakinkan Presiden Seekarno
bahwa BPS adalah organisasi yang justru digunakan untuk
menjatuhkan Presiden Soekarno, karena itu BPS yang antara
lain dipelopori oleh Sayuti Melik, dibubarkan sebelum mampu
berbuat lebih banyak.

Contoh lain adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).
Organisasi kemahasiswaan ini juga merupakan organisasi yang
menjadi sasaran strategi PKI untuk mencapai tujuannya. Oleh
karena itu para pemimpin PKI melakukan kampanye agitatif
dengan tujuan pembubaran organisasi mahasiswa Islam ini.
Dalam pandangan dan pendapat PKI, HMI merupakan organi-
sasi mahasiswa yang jelas menghalangi tujuan mereka. PKI ber-
usaha dengan segala cara untuk mendorong pemerintah, dalam
hal ini Presiden Soekarno, mengakhiri kegiatan organisasi ini
dengan jalan menuntut pembubaran HMI. Kelihatannya demi-
kian gencar tuntutan pemimpin-pemimpin PKI untuk mem-
bubarkan HMI, sehingga pada suatu saat terlintas juga ke-
inginan Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI. Menurut
Saifuddin Zuhri, di dalam suatu pertemuan dengan Presiden
Soekarno. ia diberitahu tentang rencana Presiden untuk mem-
bubarkan HMI. Rencana pembubaran organisasi mahasiswa
tersebut diberitahukan kepada Saifuddin Zuhri dalam ke-
dudukannya sebagai Menteri Agama.®

6. Lihat, Saifuddin Zuhri. "Berangkat dari Pesantren”, Gunung Agung, Jakarta).



Serangan gencar pimpinan PKI dengan tujuan membubarkan
HMI tidak terwujud, karena ide itu tidak mendapat dukungan
dari pelbagai pihak, baik perorangan maupun organisasi.
Saifuddin Zuhri, Menteri Agama yang dekat dengan Presiden
Soekarno, tidak setuju dengan rencana pembubaran HMI ter-
sebut, bahkan kalau rencana itu dilaksanakan, Saifuddin Zuhri
akan mengundurkan diri.” Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan (PTIP) waktu itu, Dr. Syarif Thayeb, juga tidak
bersedia menerima rencana pembubaran tersebut. Ketika ia
diberitahu oleh Dr. Subandrio kemungkinan HMI akan di-
bubarkan, Menteri PTIP itu tidak bisa menerima kebijaksanaan
itu. Kalau pembubaran HMI itu dilaksanakan juga, maka ia
akan mengundurkan diri. Sikap Menteri PTIP ini mendapat
dukungan dari Letjen Ahmad Yani.?

Tuntutan Pimpinan PKI untuk membubarkan HMI juga
tidak disetujui oleh kalangan organisasi mahasiswa. PMKRI
(Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) adalah
organisasi Mahasiswa yang amat kuat membela kedudukan HMI
di dalam organisasi kemahasiswaan PPMI dalam tahun 1960an.
Tetapi walaupun begitu para pimpinan PKI tetap melakukan
tuntutannya untuk membubarkan HMI. Puncak dari tuntutan
itu dilakukan pada tanggal 29 September 1965. Dalam suatu
perayaan ulang tahun CGMI, Ketua PKI Aidit melontarkan
kata-kata bombatis-agitatif “’lebih baik pakai sarung, kalau
tidak bisa membubarkan HMI’’. Namun demikian, Presiden
Soekarno tidak terpancing untuk memberikan tanggapan atas
tuntutan dan kata-kata pemimpin PKI itu, bahkan sebaliknya,
presiden menyatakan secara terbuka bahwa CGMI pun, kalau
ternyata kontra revolusioner, juga akan dibubarkan.®

7. Ibid.

8. Reaksi Menteri Panglima Angkatan Darat itu ialah “Selama engkau berbaju
hijau saya akan beri dukungan’ lihat Soelastomo, Hari-hari yang panjang,
1963-1966 , Jakarta: Haji Mas Agung, 1989, h. 20-1.

9. Ibid.



Ternyata memang HMI tidak dibubarkan. tetapi agitasi
PKI yang menuduh orang atau organisasi lain sebagai anti
Soekarno atau anti Nasakom, berhasil juga diterima oleh Pre-
siden Soekarno. Hal itu terbukti dengan tindakan pembubaran
terhadap partai yang beraliran Marxisme lain, yaitu Murba.

Di dalam perkembangannya kemudian ternyata PKI telah
mempersiapkan suatu gerakan perebutan kekuasaan sambil
melontarkan pelbagai isu untuk menciptakan situasi yang mem-
buka jalan bagi mereka untuk merebut kekuasaan. Keresahan
di dalam masyarakat makin berkembang, seiring dengan ter-
ciptanya pertentangan yang makin meruncing di antara golong-
an yang satu dengan yang lainnya.

Dalam situasi yang demikian itu, PKI mempergiat langkah-
langkah gerakan bawah tanahnya melalui kegiatan Biro Khusus
pimpinan Syam Kamaruzaman, sebagaimana yang telah disebut
sebelumnya. Pada akhir Agustus 1965, pimpinan Biro Khusus
PKI itu terus-menerus mengadakan pertemuan-pertemuan dan
hasil-hasilnya dilaporkan langsung kepada ketua Comite Central
(CC) PKI DN Aidit. Setelah memperoleh laporan-laporan dari
Biro Khusus itu, DN Aidit memutuskan untuk melakukan
gerakan perebutan kekuasaan negara dan akan dipimpin lang-
sung oleh DN Aidit, sebagai pemimpin tertinggi gerakan pe-
rebutan kekuasaan negara.

Sjam Kamaruzaman ditetapkan sebagai pimpinan pelaksana
gerakan, Pono ditunjuk sebagai wakil pimpinan gerakan, dan
Bono ditetapkan sebagai pimpinan bagian observasi. Selanjut-
nya kepada Sjam selaku pimpinan pelaksana diinstruksikan
untuk merealisasikan pelaksanaan gerakan tersebut.!©

Berdasarkan instruksi tersebut, sejak 6 September 1965
pimpinan Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan rapat-
rapat rahasia, dengan beberapa orang oknum ABRI yang telah
dibina untuk membicarakan persiapan pelaksanaan gerakan.
Rapat pertama dilakukan di rumah Kapten Wahjudi Jalan Sin-

10. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Gerakan 30 September
Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), (Jakarta, 1978). h. 100.



danglaya 5, Jakarta, dihadiri oleh Sjam, Pono, Letnan Kolonel
Untung Sutopo (Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan
Resimen Cakrabirawa), Kolonel A. Latif (Komandan Brigade
Infantri I Kodam V Jaya), Mayor Udara Suyono (Komandan
Pasukan Pengawal Pangkalan (P3) PAU Halim), Mayor A. Sigit
(Komandan Batalyon 203 Brigade Infantri I Kodam V Jaya),
dan Kapten Wahjudi (Komandan Kompi Artileri Sasaran
Udara). Dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai situasi
umum dan sakitnya Presiden Soekarno. Selanjutnya Sjam
melontarkan isu adanya Dewan Jenderal yang akan mengada-
kan perebutan kekuasaan pemerintah, dan menyampaikan
instruksi Aidit untuk mengadakan gerakan mendahului kudeta
Dewan Jenderal. Rapat kedua diselenggarakan 9 September
1965 di tempat yang sama. Dalam rapat ini dibicarakan ke-
sepakatan bersama untuk turut serta dalam gerakan dan meng-
adakan tukar pikiran tentang taktik pelaksanaan gerakan, ter-
utama masalah organisasi dan pengendalian kesatuan-kesatuan
yang akan digunakan dalam gerakan serta pembagian tugas
dan calon pimpinannya. Rapat ketiga 11 September 1965 di
rumah Kolonel A. Latif, Jalan Cawang I Kavling 524/525,
Jatinegara. Rapat keempat 15 September 1965 dan kelima
17 September 1965 juga di rumah Kolonel A. Latif. Rapat
keenam, 19 September 1965, bertempat di rumah Sjam, Jalan
Salemba Tengah Buntu Jakarta. Dalam rapat ini Mayor A.
Sigit tidak hadir karena dalam diskusi-diskusi yang terdahulu
ia tidak dapat diyakinkan tentang adanya Dewan Jenderal,
oleh karena itu ia tidak menyetujui gerakan yang akan di-
lancarkan tersebut. Sebagai akibat dari sikapnya itu, ia disisih-
kan serta untuk selanjutnya tidak diikutsertakan lagi. Rapat
ketujuh 22 September 1965 juga diselenggarakan di rumah
Sjam, dalam rapat ini Kapten Wahjudi tidak ikut hadir dan
sejak saat itu tidak muncul-muncul lagi di dalam rapat-rapat
selanjutnya.

Dalam rapat itu ditetapkan penentuan sasaran gerakan
bagi masing-masing pasukan. Yang akan bergerak menculik
atau membunuh para Jenderal Angkatan Darat diberi nama
Pasukan Pasopati. Pasukan teritorial dengan tugas utama men-
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duduki gedung RRI dan gedung Telekomunikasi diberi nama
Pasukan Bimasakti, dan pasukan yang bertugas mengkoor-
dinasi kegiatan di Lubang Buaya diberi nama Pasukan Gatot-
kaca. Rapat kedelapan 24 September 1965, dan rapat ke-
sembilan 29 September 1965 kesemuanya dilakukan di rumah
Sjam.!'!

Setelah persiapan-persiapan terakhir menjelang pelak-
sanaan kudeta, ditetapkan bahwa gerakan akan dimulai pada
akhir Kamis malam 30 September 1965. Sesuai dengan kepu-
tusan rapat terakhir 29 September 1965 di rumah Sjam, gerakan
itu diberi nama “Gerakan 30 September” (kemudian dikenal
masyarakat luas dengan sebutan G—30-—S/PKI atau Gestapu/
PKI).

Untuk memberikan informasi dan instruksi serta koordinasi
yang lebih baik, maka di samping mengadakan rapat-rapat
rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang memangku
jabatan di Jakarta tersebut, Sjam, selaku Kepala Biro Khusus
PKI, berturut-turut mengadakan pertemuan dengan kepala-
kepala Biro Khusus daerah yang diselenggarakan di rumahnya.
Di dalam rapat-rapat itu dibicarakan tugas-tugas yang harus
dijalankan oleh Biro Khusus daerah dalam rangka gerakan yang
akan dilancarkan itu. Pertemuan dengan Biro Khusus Jakarta
Raya pada 4 September 1965, dengan Biro Khusus Daerah
Jawa Barat 8 September, dan daerah Biro Khusus Daerah
Sumatera Barat 17 September, serta Biro Khusus Daerah
Sumatera lainnya pada 20 September 1965.!?

Secara fisik-militer gerakan akan dipimpin oleh Letnan
Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa
(Pasukan Pengawal Presiden) selaku pimpinan resmi seluruh
gerakan. Mereka mulai bergerak pada dinihari 1 Oktober 1965,
didahului oleh gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap
enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan
Darat. Kesemuanya dibawa ke desa Lubang Buaya di sebelah
selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma. Secara

11. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, op. cit., h. 101-105. .
12. Ibid., h. 105-108.



kejam mereka dianiaya dan akhirnya dibunuh oleh anggota-ang-
gota Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain organisasi satelit
PKI. Setelah puas dengan segala kekejamannya, semua jenazah
dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua lalu ditimbun dengan
sampah dan tanah. Keenam perwira tinggi yang dianiaya dan
dibunuh itu ialah :

(1) Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan
Jenderal Ahmad Yani,

(2) Deputy Il Pangad, Mayor Jenderal R. Soeprapto,

(3) Deputy III Pangad. Mayor Jenderal Harjono Mas Tirto-
darmo,

(4) Asisten I Pangad, Mayor Jenderal S. (Siswondo) Parman,

(5) Asisten 1V Pangad, Brigadir Jenderal Donald Izacus (D.I.)
Pandjaitan,

(6) Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat,
Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo).

Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Koordinator Per-
tahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko
Hankam/Kasab) berhasil meloloskan diri bahaya penculikan,
tetapi putrinya Adik Irma Suryani tewas akibat tembakan
penculik. Ajudannya, Letnan Satu Pierre Andries Tendean
menjadi sasaran penculikan karena sepintas lalu dalam ke-
gelapan wajahnya mirip Jenderal Nasution. Dalam serangan
ke rumah AH. Nasution itu, tewas pula Brigadir Polisi (Pem-
bantu Letnan) Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah wakil
Perdana Menteri II Dr. J. Leimena yang rumahnya berdamping-
an dengan rumah Jenderal AH. Nasution.

Bersama dengan gerakan penculikan, mereka juga menguasai
dua buah sarana komunikasi yang vital yaitu Studio RRI Pusat
di Jalan Merdeka Barat, dan gedung PN Telekomunikasi di
Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI yang telah mereka kuasai,
pada pukul 07.20 dan diulang pada pukul 08.15 Letnan Kolonel
Untung menyiarkan pengumu.nan tentang Gerakan 30 Septem-
ber. Antara lain diumumkan bahwa gerakan yang mereka
lakukan ditujukan kepada jenderaljenderal anggota Dewan
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Jenderal yang akan mengadakan kudeta (perebutan kekuasaan)
terhadap pemerintah yang sah.

Untuk menutupi tujuan yang sebenarnya, fitnah dilancarkan
terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka meng-
umumkan bahwa G-30—S/PKI dilancarkan oleh perwira-
perwira yang “’berpikiran maju’’, dan menentang rencana kudeta
Dewan Jenderal, tetapi kedok yang dilapisi fitnah tersebut ter-
buka sendiri pada hari itu juga. Pada pukul 13.00 disiarkan
sebuah dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi dan Ka-
binet Dwikora dinyatakan demisioner. Diumumkan pula bahwa
Dewan Revolusi merupakan sumber kekuasaan dalam negara
Republik Indonesia.

Dengan dekrit tersebut terbukalah tabir yang menyelubungi
tujuan sebenarnya, yaitu G—30-—S adalah gerakan untuk me-
rebut kekuasaan yang didahului dengan gerakan penculikan dan
pembunuhan pimpinan Angkatan Darat, karena mereka dinilai
sebagai penghalang utama untuk mencapai tujuan perebutan
kekuasaan yang dilakukan oleh PKI itu.

Gerakan pendadakan yang dilancarkan pada dinihari 1 Ok-
tober 1965 oleh G—30--S/PKI untuk sementara berhasil mem-
bingungkan masyarakat. Tetapi pada hari itu juga, Panglima
Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jen-
deral Soeharto setelah menerima laporan tentang terjadinya
penculikan-penculikan dan pembunuhan-pembunuhan, segera
bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Hal itu sesuai dengan
standing order yang berlaku bahwa apabila Menteri/Panglima
Angkatan Darat berhalangan, Pangkostrad yang ditunjuk me-
wakilinya. Oleh karena itu sambil menunggu pengaturan lebih
lanjut dari Presiden/Panglima Tertinggi ABRI, untuk semen-
tara pucuk pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh Pang-
kostrad. Dengan wewenang itu Pangkostrad mengambil langkah-
langkah mengadakan koordinasi di antara kesatuan-kesatuan
ABRI, khususnya yang ada di Jakarta, melalui panglima masing-
masing yang semuanya berhasil dihubungi, kecuali Menteri/
Panglima Angkatan Udara yang kemudian ternyata mendukung
G—-30-S/PKI1.



Setelah menilai keadaan pada waktu itu, dengan cepat
Pangkostrad sampai kepada kesimpulan bahwa penculikan
dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat
adalah merupakan bagian dari usaha perebutan kekuasaan pe-
merintahan negara. Disimpulkan pula bahwa pimpinan Angkat-
an Udara membantu gerakan yang menamakan diri Gerakan
30 September. Pangkostrad juga sadar kalau Batalyon 454/
Diponegoro dan 530/Brawijaya yang berada di sekitar Medan
Merdeka disalahgunakan oleh G—30 S/PKI. Kedua Batalyon
tersebut di atas didatangkan ke Jakarta dalam rangka parade
Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober 1965.

Hubungan dengan Presiden Soekarno tidak dapat dilakukan
karena Kepala Negara berada di Pangkalan Udara Utama (Lanu-
ma) Halim Perdanakusuma yang dikuasai oleh G—30—S/PKI,
sehingga tidak dapat dimintai petunjuknya atau perintah-
perintah untuk menghadapi situasi yang berkembang ketika
itu. Untuk melaksanakan tugasnya, Pangkostrad memutuskan
untuk segera melancarkan operasi menumpas G—30-S/PKIL
Langkah ini dilandasi keyakinan bahwa gerakan itu adalah
suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan,
yang tampak jelas melalui pengumuman dekrit pembentukan
Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora.

Dengan menggunakan unsur-unsur Kostrad yang sedang
berada di Jakarta dalam rangka parade Hari Ulang Tahun ABRI,
yakni Batalyon 328 Kujang/Siliwangi, Batalyon 2 Kavaleri,
dan Batalyon I Resimen Para Komando Angkatan Darat
(RPKAD), gerakan penumpasan dimulai. Operasi penumpasan
G-30-S/PKI yang dilancarkan pada 1 Oktober itu juga, dan
itu diusahakan sedapat mungkin tanpa bentrokan senjata.
Langkah pertama ialah diusahakan menetralisasi pasukan-
pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang diperguna-
kan oleh pemberontak. Anggota-anggota pasukan Batalyon
530/Brawijaya minus satu kompi, berhasil diinsafkan dari
keterlibatannya dalam pemberontakan, dan berhasil ditarik
ke markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Sedangkan
anggota-anggota Batalyon 545/Diponegoro sekitar pukul 17.00
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ditarik mundur oleh pihak pemberontak ke Lanuma Halim
Perdanakusuma.

Kemudian operasi militer mulai digerakkan pada sore hari
I Oktober 1965, dan pada pukul 19.15 pasukan RPKAD
sudah berhasil menduduki gedung RRI Pusat dan gedung
Telekomunikasi serta mengamankan seluruh Medan Merdeka.
Semua itu tanpa melalui bentrokan senjata. Batalyon 328
Kujang/Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng untuk
mengamankan Markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Demikian
juga Batalyon I Kavaleri berhasil mengamankan Bank Negara
Indonesia (BNI) Unit I dan Percetakan Uang Kebayoran.
Dengan demikian dalam waktu yang sangat singkat pada tanggal
1 Oktober itu juga, kota Jakarta sudah dapat dikuasai kembali
oleh ABRI yang berarti kekuatan gerakan pemberontakan
berhasil dilumpuhkan.

Untuk menentramkan kegelisahan masyarakat dan guna
menginsafkan  pasukan-pasukan yang terlibat dalam pem-
berontakan, melalui RRI pada pukul 20.00, Mayor Jenderal
Soeharto selaku Pimpinan Angkatan Darat mengumumkan
tentang adanya perebutan kekuasaan oleh yang menamakan
dirinya Gerakan Tiga Puluh September. Diumumkan pula
tentang penculikan terhadap enam perwira tinggi Angkatan
Darat. Sementara Presiden dan Menko Hankam/KASAB dalam
keadaan aman dan sehat. Dalam pengumuman itu juga dinyata-
kan bahwa antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisi-
an telah terdapat saling pengertian untuk bekerja sama serta
terdapat kebulatan tekad untuk menumpas G-30-S/PKI.
Kepada rakyat dianjurkan supaya tetap tenang dan waspada.'3

Setelah diketahui bahwa basis utama G—30—S/PKI berada
di sekitar Lanuma Halim Perdanakusuma. maka langkah beri-
kutnya yang dilakukan ialah membebaskan Pangkalan Udara
Halim. Kepada Presiden Soekarno disampaikan pesan melalui
kurir khusus supaya meninggalkan daerah tersebut, untuk men-
jaga keselamatannya dari bahaya kemungkinan terjadinya ben-
trokan senjata.

13. Pernjataan Resmi Disekitar "Gerakan 30 September”, (Djakarta, 1965), No. 2.
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Setelah Presiden Soekarno meninggalkan lapangan Halim
Perdanakusuma menuju Istana Bogor, diperintahkan pasukan
RPKAD Batalyon 328 Kujang/Siliwangi, dan Batalyon I
Kavaleri untuk bergerak menuju pangkalan udara tersebut.
Sementara itu bantuan kekuatan sebanyak tiga kompi tempur
Kavaleri Pengintai dari Bandung dipimpin langsung oleh Ko-
mandan Kesenjataan Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro
telah tiba di Cijantung. Pasukan ini langsung diikutsertakan
dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan—
Kramatjati dan simpang Lanuma Halim-Lubang Buaya. Tanpa
menemui kesulitan, pada pukul 06.10, 2 Oktober 1965, daerah
Pangkalan Udara Halim sudah dapat dikuasai. Ketika gerakan
pembersihan dilanjutkan ke daerah Lubang Buaya, yang se-
belumnya dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Pemuda
Rakyat dan Gerwani, terjadi perlawanan tak berarti dari pasuk-
an pemberontak. yaitu dari pasukan Batalyon 454/Dipone-
goro.'?

Suatu hal yang amat penting dalam rangka gerakan pem-
bersihan di Lubang Buaya ini ialah ditemukannya sebuah
sumur tua yang berlubang kecil. Ternyata di dalam sumur itu-
lah jenazah para perwira tinggi dan perwira pertama Angkatan
Darat dibuang setelah dianiaya oleh para pendukung gerakan
pemberontak ini. Ditemukan sumur tua itu adalah berkat
bantuan dan petunjuk seorang anggota Polisi, Ajudan Brigadir
Polisi (Abriptu = Kopral Satu) Sukirman. Anggota polisi ini
sebenarnya telah ditawan oleh regu pemberontak yang bertugas
menculik Brigijen D.1. Panjaitan, tetapi berhasil meloloskan diri.
Tempat pembuangan jenazah perwira Angkatan Darat ini
ditemukan pada 3 Oktober 1965.

Usaha untuk mengangkat jenazah segera dilakukan. Tetapi
karena lubang sumur bergaris tengah kurang dari 1 meter dan
kedalaman 12 meter, dan hari sudah gelap serta adanya ke-

14. Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G 30 S/PKI, Sitrap ”Gerakan di
Djakarta’ , RPKAD, h. 1. Pusat Kesendjataan Kavaleri, Penyerangan Pasukan,
No. 10/INPRES/66, h. 4-4.
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sulitan teknis. maka usaha itu ditunda. Keesokan harinya,
4 Oktober 1965, pengangkatan jenazah berhasil dilakukan oleh
anggota-anggota RPKAD dan KKO—AL (Marinir). Seluruh
jenazah diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (seka-
rang. Rumah Sakit Gatot Subroto) untuk dibersihkan, dan
kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.
Visum dokter menunjukkan bahwa para perwira itu telah
mengalami penganiayaan berat.

Keesokan harinya. bertepatan dengan Hari Ulang Tahun
ABRI 5 Oktober 1965. jenazah para perwira Angkatan Darat
itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan
kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberi
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Sementara itu ketika berada di Halim Perdanakusuma
pada 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno telah mengeluarkan
perintah yang ditujukan kepada Angkatan Bersenjata untuk
mempertinggi kesiapsiagaan dan untuk tetap di pos masing-
masing dan hanya bergerak atas perintah. Juga diserukannya
agar seluruh rakyat tetap tenang dan meningkatkan kewas-
padaan dan memelihara persatuan nasional. Diumumkan pula
bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu
berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi
ABRI. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Jabatan Pangab
ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal Pranoto Rekso-
samodra, Asisten III Men/Pangad.' Perintah itu tidak segera
diketahui oleh anggota-anggota ABRI yang berada di luar
daerah Halim, oleh karena hari yang sama, sesuai dengan tata
cara yang berlaku Mayor Jenderal Soeharto menyatakan bahwa
untuk sementara ia memegang pimpinan Angkatan Darat.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden Soekarno telah
memanggil semua Panglima Angkatan ke Istana Bogor pada
2 Oktober 1965. Dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno
memutuskan bahwa Angkatan Darat langsung berada di tangan

15. Komando Operasi Tertinggi, Rangkaian Pidato dan Peringatan Resmi di sekitar
"Gerakan 30 September ', Djakarta, 1965, No. 1.
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Presiden. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkat-
an Darat tetap ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra,
dan kepada Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk me-
laksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang ber-
sangkutan dengan peristiwa gerakan 30 September. Keputusan
tersebut diumumkan melalui RRI Pusat pukul 01.30 tanggal
3 Oktober 1965.'® Ini adalah awal kehadiran Komando Pe-
mulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berdasarkan
perintah tersebut siang harinya Mayor Jenderal Soeharto me-
lalui RRI menyampaikan pengangkatannya selaku pelaksana
pemulihan keamanan dan ketertiban yang akan dilaksanakan
sebaik-baiknya.!’

Kebijaksanaan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian
G—30—S/PKI dinyatakan dalam sidang paripurna Kabinet
Dwikora 6 Oktober 1965 di Istana Bogor, sebagai berikut.'®

“Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revo-
lusi Bung Karno menandaskan bahwa ia mengutuk pembunuh-
an-pembunuhan buas yang dilakukan petualangan kontra-
revolusi dari apa yang menamakan dirinya ~’Gerakan 30 Sep-
tember’’. “Hanya saya yang bisa mendemisioner kabinet, bukan
orang lain.” Juga Presiden tidak membenarkan pembentukan
apa yang dinamakan Dewan Revolusi”.

Dalam masalah penyelesaian G—30—S/PKI digariskan ke-
bijaksanaan bahwa aspek-aspek politik akan diselesaikan sendiri
oleh Presiden, aspek militer-administratif diserahkan kepada
Mayor Jenderal Pranoto, dan penyelesaian aspek militer-teknis,
keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal
Soeharto.

Setelah ke luarnya pernyataan Presiden mengutuk G-30-S

dan semakin tersingkapnya fakta bahwa PKI mendalangi
G—30-S. kemarahan rakyat kepada PKI semakin meningkat.

16. Komando Operasi Tertinggi, Rangkaian Pidato dan Peringatan Resmi disekitar
"Gerakan 30 September ’, Djakarta, 1965, No. 10.

17. Ibid., No. 11.
18. Ibid., No. 18.
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antara lain tercetus dengan dibakarnya gedung kantor pusat
PKI di Jalan Kramat Raya. Rumah-rumah tokoh PKI dan
kantor-kantornya jadi sasaran kemarahan rakyat, aksi-aksi corat-
coret menuntut supaya pimpinan PKI diadili dan demonstrasi-
demonstrasi menuntut pembubaran PKI dipelopori oleh maha-
siswa, pelajar, dan ormas-ormas yang setia kepada Pancasila.
Gerakan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G—30—S/PKI
terus ditingkatkan, antara lain dengan menangkap Kolonel
A. Latief komandan brigade yang telah dipecat dari Brigade
Infanteri I/Kodam V Jaya pada 9 Oktober 1965. Bekas Letnan
Kolonel Untung tertangkap 11 Oktober 1965 di Tegal dalam
perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah.

Sekalipun peranan PKI makin terungkap sebagai dalang
peristiwa G-30-S dan demonstrasi-demonstrasi menuntut
pembubaran PKI semakin memuncak, namun Presiden
Soekarno masih belum mengambil langkah-langkah ke arah
penyelesaian politik masalah G—30—S/PKI sebagaimana di-
janjikannya. Sementara D.N. Aidit dalam pelariannya, pada
6 Oktober 1965 dari Blitar mengirim surat kepada Presiden,
yang antara lain mengusulkan agar melarang adanya pernyataan-
pernyataan yang bersifat mengutuk PKI serta melarang adanya
tuduh-menuduh dan salah menyalahkan.!” Dengan demikian
diharapkan amarah rakyat kepada PKI akan reda. Namun aksi-
aksi rakyat berjalan terus. Dalam pada itu Pepelrada-Pepelrada
(Penguasa Pelaksana Perang Daerah) yang berada di bawah
Komando Daerah Militer (KODAM) berturut-turut membeku-
kan PKI dan ormas-ormasnya. Pada waktu meletusnya Pem-
berontakan G—30—-S/PKI, di antara daerah-daerah di Indonesia
yang paling gawat keadaannya adalah Jakarta dan Jawa Tengah.
Di kedua daerah itu pihak pemberontakan sempat mengguna-
kan kekuatan bersenjata. sedangkan di daerah-daerah lainnya
secara umum pihak G-30-S/PKI tidak dapat beraksi mem-
pergunakan kekuatan bersenjata.

19. Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30- S/PKI, Surat D.N. Aidit
kepada PJM Presiden Soekarno. tanggal 6 Oktober 1965.
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Kodam VII/Diponegoro memiliki tiga Brigade, ialah Brigade
4,5 dan 6. Sebagai hasil penggarapan Biro Khusus PKI anggota-
anggota Brigade 6 dipergunakan oleh G—30—S/PKI dan anggota
anggota Brigade 5 minimal dipengaruhi. Hanya anggota-anggota
Brigade 4 yang tidak terpengaruh oleh mereka. Batalyon-
batalyon yang aktif dipergunakan oleh G—30-S/PKI ialah
Batalyon K dan M berkedudukan di-Solo, Batalyon L dan C
berkedudukan di Yogya, dan Batalyon D berkedudukan di
Salatiga. :

Setelah pihak G 30 S/PKI bergerak di Jakarta, para pen-
dukung G 30 S/PKI di Jawa Tengah juga bergerak. Pada pukul
13.00, 1 Oktober 1965, melalui RRI Semarang, Asisten 1
Kodam VII/Diponegoro Kolonel Sahirman mengumumkan
dukungannya terhadap G 30 S/PKI Daerah Tingkat I Jawa
Tengah. Mereka menguasai Markas Kodam VII/Diponegoro
yang kemudian dijadikan pusat gerakannya, untuk meluaskan
ke seluruh Korem dan Brigade di dalam lingkungan Kodam
VII/Diponegoro. Pasukan pelindung telah didatangkan dari
Solo, yakni Batalyon K pimpinan Mayor Kadri, dan dua Kompi
Batalyon D dari Salatiga pimpinan Mayor Soepardi. Pasukan-
pasukan itu terutama ditempatkan di Makodam, RRI, Tele-
komunikasi, dan tempat-tempat lain yang strategis. Selanjut-
nya Kolonel Sahirman mengumumkan bahwa Letnan Kolonel
Usman Sastrodibroto mengambilalih pimpinan Kodam VII/
Diponegoro. Kemudian di beberapa tempat pendukung-pen-
dukungnya mengambil alih pimpinan setempat yakni:

(a) di Markas Komando Resort Militer (Makorem) 071/Purwo-
kerto dipimpin oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Soemitro,
(b) di Makorem 072/Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Seksi

5 Mayor Mulyono,

(c) di Makorem 073/Salatiga dipimpin oleh Kepala Staf Letnan

Kolonel Idris,

(d) di Markas Brigade Infanteri 6 dipimpin oleh Komandan
Kompi Markas Kapten Mintarso.?®

20. Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, Fille G 30 S/PKI, Laporan Situasi
Kodam VII/Diponegoro tanggal 18 Oktober 1965, h. 1.
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Dewan Revolusi di Yogyakarta sebagaimana diumumkan
melalui RRI pada | Oktober 1965. diketuai oleh Mayor Mul-
yono. Dengan mengeunakan kekuatan Batalyon L mereka
menguasai Makorem: 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072
Letnan Kolonel Sugjono. Sclanjutnya mereka mengeluarkan
perintah kepada segenap Komando Distrik Militer (Kodim)
supaya mendukung G--30--S. dan membagi-bagikan senjata
kepada anggota Legiun Veteran setempat. Keesokan harinya,
pada 2 Oktober 1965. terjadi demonstrasi anggota-anggota
PKI dan ormasormasnya di depan Makorem 072 untuk me-
nyatakan dukungan mereka kepada G-—30-S. Pada hari itu
juga Komandan Korem 072 Kolonel Katamso diculik dari
rumahnya dan dibawa ke komplek Batalyon L di desa Kentung-
an sebelah utara Kota Yogyakarta. Selanjutnya bersama Letnan
Kolonel Sugijono ia dibunuh dengan memukul kepalanya
hingga pecah dengan tangkai mortir.? !

Di Kota Solo dengan mempergunakan kekuatan Batalyon M
pada 1 Oktober 1965 G—-30-S/PKI bergerak mengadakan
penculikan terhadap Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari.
Kepala Staf Brigade 6 Letnan Kolonel Parwoto, Komandan
Kodim 0735 Letnan Kolonel Ezi Soeharto. Kepala Staf Kodim
735 Mayor Soeparjan. Komandan Polisi Militer Detasemen
Surakarta Kapten Prawoto, dan Komandan Batalyon M Mayor
Darso. Mereka menduduki gedung RRI, Telekomunikasi, Bank
Negara Indonesia Unit I, dan mengumumkan dukungan ter-
hadap G—30-S. Keesokan harinya pada 2 Oktober 1965 Wali-
kota Solo Oetomo Ramelan melalui RRI dengan mencatut
nama Front Nasional Cabang Surakarta mengumumkan dukung-
annya kepada G—30-S. Daerah Surakarta diliputi suasana
resah, rakyat yang bukan anggota PKI atau organisasi satelit-
nya merasa ketakutan, khawatir dan ragu-ragu. Pihak Kepolisian
belum berani bertindak kecuali hanya mengamati segala kegiat-
an PKI dan ormas-ormasnya, karena hanya memiliki kekuatan
1 kompi Brimob dan 1 kompi Perintis. Demikian juga bekas

21. Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, Fille G 30 S/PKI, Laporan Peninjauan
Tentang Gestapu/Dewan Revolusi di Jawa Tengah, 1965, h. 14.
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Tentara Pelajar yang tergabung dalam organisasi GPTP (Gerakan
Pelaksana Tjita-tjita Proklamasi) sebanyak 50 orang, serta ormas
golongan Nasionalis dan Agama masih bersifat pasif menghadapi
kekuatan massa G—30—S yang mendapat perlindungan dari
oknum-oknum Brigade 6.%2

Sementara itu Pangdam VII/Diponegoro Brigadir Jenderal
Surjosumpeno setelah mendengarkan pengumuman Letnan
Kolonel Untung melalui radio, segera memanggil perwira-
perwira stafnya dan SAD Tunggal?® Jawa Tengah untuk meng-
adakan briefing. Diperintahkan kepada pejabat supaya tetap
tenang dan tetap di posnya masing-masing, dan berusaha untuk
menenangkan rakyat karena situasi yang sebenarnya belum
diketahui. Kemudian ia berangkat menuju Salatiga untuk meng-
adakan briefing yang sama dan direncanakan akan terus ke
Magelang. Kepada Asisten 2 Letnan Kolonel Soeprapto di-
perintahkan untuk mengadakan briefing di Solo. Pada waktu
Pangdam VII/Diponegoro tidak berada di Semarang, Kolonel
Sahirman mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi dan
Letnan Kolonel Usman mengambil alih pimpinan Kodam VII/
Diponegoro.

Setelah sampai di Salatiga, Brigadir Jenderal Surjosumpeno
menghadapi kenyataan bahwa kota tersebut telah dikuasai
oleh pemberontak dan Komandan Korem 073 ditawan oleh
mereka. Segera Surjosumpeno kembali ke Semarang dan ter-
nyata kota itupun sudah dikuasai oleh pemberontak. Atas
saran Letnan Kolonel Soeprapto yang tidak jadi berangkat ke
Solo karena sudah ada informasi bahwa Kota Solo dikuasai
oleh pemberontak Brigadir Jenderal Surjosumpeno berangkat
menuju Magelang untuk menyusun kekuatan. Pasukan-pasukan
di Garnisun Magelang tidak terpengaruh oleh G—30—S. Segera

File G 30 S..0p. cit., h. 10.

. Sad Tunggal (berarti “enam menjadi satu™) yaitu gabungan para pejabat paling
atas tingkat daerah, terdiri atas Gubernur/Kepala Daerah, Panglima Komando
Daerah Militer, Panglima Komando Daerah Kepolisian, Panglima Komando
Daerah Maritim, Panglima Komando Wilayah Udara, dan Kepala Kejaksaan
Tinggi. Kepada Asisten 2 Letnan Kolonel Soeprapto diperintahkan untuk
mengadakan briefing di Solo. Pada waktu Pangdam VII/Diponegoro.

(5]
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Pangdam VII mengadakan briefing dengan komandan-koman-
dan setempat dan memutuskan untuk menggerakkan pasukan
menumpas pemberontak. Pasukan-pasukan yang akan diguna-
kan ialah:

(a) Batalyon Kavaleri 2 berkedudukan di Magelang,

(b) Batalyon Artileri Medan 3 berkedudukan di Magelang,
(c) Batalyon Artileri Medan 9 berkedudukan di Magelang,
(d) Batalyon Zeni Tempur 4 berkedudukan di Magelang,

(e) Sebagian anggota Batalyon 2 Para berkedudukan di Mage-
lang,

(f) Batalyon F Brigade Infanteri 4 berkedudukan di Gombong,
dan

(g) Sebagian anggota Batalyon 3/Para berkedudukan di Se-
marang.??

Gerakan operasi penumpasan dimulai pada 2 Oktober
1965. Pasukan mulai bergerak pada pukul 05.00 untuk mem-
bebaskan Kota Semarang dengan kekuatan 2 peleton BTR
(Bronero Transportera = kendaraan pengangkut personil ber-
lapis baja) Kavaleri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Jassin
Husain dan [ baterai Artileri Medan dengan tugas infanteri.
Ternyata setelah ada siaran RRI yang menyebutkan bahwa
Jakarta telah dikuasai kembali oleh ABRI, maka pasukan-
pasukan yang dipergunakan oleh G—30—S mulai tidak kompak.
Karena itu pada pukul 10.00 Kota Semarang telah berhasil
dikuasai kembali tanpa terjadi letusan senjata. Kolonel Sahir-
man Cs melarikan diri ke luar kota dikawal oleh 2 kompi
anggota Batalyon K Pimpinan Mayor Kadri. Sedangkan 2
Kompi anggota Batalyon K lainnya dan 2 anggota Batalyon D
dapat disadarkan kembali keterlibatannya dalam pemberontak-
an G 30 S/PKI. Pukul 10.00 hari itu juga Pangdam VII melalui
RRI mengumumkan bahwa Pangdam telah kembali memegang
pimpinan Kodam VII/Diponegoro.

24. Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30—S/PKI, Laporan Situasi
Kodam VII/Diponegoro tanggal 18 Oktober 1965, h. 2.
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Selanjutnya berturut-turut kota demi kota yang pernah
dikuasai oleh pihak G—30-S berhasil direbut kembali. sehingga
pada 5 Oktober 1965 garis Komando Kodam VII/Diponegoro
telah dipulihkan kembali. Untuk memantapkan konsolidasi
slagorde Kodam VII/Diponegoro, pada 5 Oktober 1965 Pang-
dam VII mengadakan briefing secara simultan dengan Koman-
dan Peleton ke atas, di Salatiga, Solo, dan Yogyakarta, dengan
demikian secara fisik-militer pemulihan keamanan dalam
jajaran Kodam VII/Diponegoro telah selesai. Namun demikian
kemudian timbul gerakan-gerakan pengacauan. sabotase-sabo-
tase dan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh massa
PKI terhadap golongan yang menentang G-30-S. Daerah
Jawa Tengah merupakan basis PKI yang kuat, itulah antara
lain sebabnya mengapa ketua CC PKI D.N. Aidit memilih
Jawa Tengah sebagai tempat pelariannya. Pada tanggal 1 Okto-
ber 1965 tengah malam dengan mempergunakan pesawat
terbang yang telah disiapkan oleh Menteri/Panglima Angkatan
Udara Omar Dani. setelah Jakarta dikuasai kembali oleh ABRI,
Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah.

Untuk mengatasi kekacauan dan menegakkan ketertiban
umum. Pangdam VI1I/Diponegoro mendapat bantuan pasukan
RPKAD dan Kavaleri yang diberangkatkan dari Jakarta 19
Oktober 1965. Daerah daerah yang paling gawat terutama di
Surakarta, Klaten dan Boyolali. Untuk memperlancar jalannya
operasi pembersihan. Pangdam VII/Diponegoro selaku Pepel-
rada Jawa Tengah menyatakan bahwa mulai 26 Oktober 1965
seluruh daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
dinyatakan dalam keadaan perang. Jam malam diadakan sejak
pukul 17.30 sore hingga pukul 05.30.

Untuk mengintensifkan gerakan pembersihan terhadap
sisa-sisa G—30 S/PKI, pada 1 Oktober 1965 dibentuk ’’Ko-
mando Operasi Merapi” dipimpin langsung oleh Komandan
RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Dalam operasi ini
antara lain ditembak mati bekas Kolonel Sahirman, Kolonel
Maryono, Letnan Kolonel Usman, Mayor Sumadi, Mayor R.W.
Sakirno, dan Kapten Sukarno. Dipandang dari segi militer
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dengan berhasilnya penumpasan terhadap gembong-gembong
pelaku pemberontakan tersebut, kekuatan bersenjata G—30—S/
PKI di daerah ini sudah berhasil dihancurkan, karena itu pasuk-
an RPKAD pada 30 Desember 1965 ditarik dari Jawa Tengah
kembali ke pangkalan. Pemulihan keamanan dan Kketertiban
selanjutnya dilaksanakan dalam rangka Kkegiatan Pepelrada
membersihkan orpol dan ormas pendukung G-30-S/PKIL

Sementara itu DN. Aidit selaku ketua Central Comite PKI,
sebelum tertangkap pada 22 Oktober 1965 di daerah Jawa
Tengah, pada 10 Oktober 1965 telah mengeluarkan “Instruksi
Tetap” yang ditujukan kepada seluruh CBD PKI se Indonesia.?$

Setelah DN. Aidit mengeluarkan Instruksi Tetap tersebut,
ternyata gerakan-gerakan pengacauan dan penculikan-penculik-
an yang dilakukan oleh golongan komunis makin melemah.
Timbul pernyataan-pernyataan dari ormas-ormas PKI yang
membubarkan organisasinya di hadapan pejabat pemerintah
dan rakyat setempat, diikuti dengan pembakaran bendera,
papan-papan dan lain-lain atribut PKI. Apakah tindakannya
itu berdasarkan keinsyafan atau hanya sebagai taktik untuk
realisasi sesuai dengan instruksi tetap Aidit, tidak pula terlalu
jelas, tetapi setelah gerakan kudeta G—30—S/PKI mengalami
kegagalan, pemimpin-pemimpin PKI yang masih belum ter-
tangkap berusaha untuk mengadakan konsolidasi. Usaha mereka
selanjutnya fercantum dalam Tri Panji Partai yang di antaranya
menyebutkan mempersiapkan kekuatan tani bersenjata. Secara
diam-diam dan rahasia dalam perjuangan jangka panjangnya,
mereka mendirikan SPR (Sekolah Perlawanan Rakyat) dan
KKPR (Kursus Kilat Perang Rakyat) serta menyusun kompro-
kompro (komite proyek) sebagai basis menuju kembalinya
kekuasaan PKI. Mereka merencanakan membangun kompro-
kompro di seluruh daerah dengan tujuan menyusun kekuatan
gerakan “desa mengepung kota’.2® Tampak bahwa instruksi
tetap DN. Aidit mencerminkan bahaya latent PKI yang selalu

25. Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G 30 S/PKI, Central Comite
Partai Komunis Indonesia, Instruksi Tetap, tanggal 10 November 1985.

26. Sinar Harapan, 27 Mei 1968.
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akan berusaha menyusun kekuatan kembali, yang mungkin
dalam permulaannya akan berbentuk lain sebagai bentuk
penyamaran, dan pada waktunya akan membuka kedoknya
serta memperlihatkan wajah yang sebenarnya.

Salah satu kompro yang dianggapnya paling menguntung-
kan ialah Kompro Blitar Selatan di daerah Jawa Timur, yang
sejak permulaan tahun 1968 mulai menyusun kekuatan ber-
senjata. Rakyat di daerah itu berhasil dipengaruhinya dan
apabila ditanya mereka melakukan gerakan 3T yaitu Tidak
Tahu, Tidak Mengerti, Tidak Kenal. Setelah bekas Komandan
Kodim Pandeglang Letnan Kolonel Pratomo yang menggabung-
kan diri kepada sisa-sisa PKI tertangkap, diperoleh keterangan
bahwa di Blitar Selatan berkumpul tokoh-tokoh PKI yang se-
dang menyusun kekuatan kembali dan mulai mengadakan
“proto”’ (propaganda bersenjata) dalam bentuk penculikan,
perampokan, dan pembunuhan.

Operasi penumpasan terhadap Kompro Blitar Selatan diberi
nama Operasi Trisula yang dilancarkan mulai 3 Juli 1968.
Untuk mengimbangi gerakan 3T dilancarkan gerakan 3 M
yaitu menyerah. membantu dan mati. Ternyata taktik ini
berhasil baik. Basis pertahanan kalangan pemberontak terdiri
dari ruba-ruba (ruang bawah tanah); tidak kurang dari 216
ruba-ruba yang diketemukan, 37 buah ruba alam dan yang
lainnya ruba buatan. Operasi Trisula memakan waktu satu
setengah bulan dan berhasil menangkap 850 orang PKI, di
antaranya 13 orang tokoh tingkat CC dan 12 orang tingkat
CDB.*"

Operasi penumpasan terhadap PKI gelap dilakukan pula
di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di daerah
pegunungan Lawu dan Kendeng, dengan nama Operasi Kikis,
berhasil menghancurkan komprokompro dan menangkap 200
orang kader PKI. Operasi lainnya dilancarkan di daerah Purwo-
dadi setelah tercium bahwa di daerah itu PKI gelap membangun
STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat). Kemudian dike-

27. Pemberitaan Angkatan Bersenjata, 30 Agustus 1968.
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tahui PKI gelap memindahkan kegiatannya ke daerah Merapi-
Merbabu Complex (MMC). Dalam operasi yang dilancarkan
di daerah ini, berhasil ditangkap Pono (Supono Marsudodjojo),
orang kedua dalam Biro Khusus PKI.

Gerakan operasi penumpasan G-20-S/PKI di daerah-daerah
lain di luar Jakarta dan Jawa Tengah, cukup dilakukan dengan
gerakan operasi teritorial yang antara lain mengadakan penang-
kapan-penangkapan tokoh-tokoh dan orpol dan ormas PKI, ka-
rena di daerah tersebut pendukung-pendukung G-30-S/PKI tidak
sempat megadakan gerakan perebutan kekuasaan. Hanya di
daerah Jawa Timur dan Bali Timbul kekacauan berupa culik-
menculik dan di antara kekuatankekuatan pendukung PKI dan
yang anti PKI. Tetapi pembunuhan-pembunuhan dan penculik-
an dalam waktu yang singkat berhasil ditertibkan kembali.

Penyelesaian aspek politik sebagaimana diputuskan dalam
sidang Kabinet Dwikora 6 Oktober 1965 akan ditangani lang-
sung olah Presiden Soekarno. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian
yang seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-S/PKI semakin me-
ningkat. Gerakan tersebut dipelopori kesatuan aksi pemuda-
pemuda, mahasiswa dan pelajar yang bergabung KAPPI, KAMI,
AKPI, kemudian muncul KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI
(wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi
tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis bagi me-
reka yang terlibat G-30-S/PKI, dan kemudian pada 26 Oktober
1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu
Front Pancasila.

Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demons-
trasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas.
Situasi yang menjurus ke arah konflik makin bertambah panas
oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan
tidak puas menggugah hati nurani para pemuda, dan tercetuslah
Tri Tuntutan Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan sing-
katan Tritura. Pada 12 Januari 1966 dengan dipelopori oleh
KAMI dan KAPPI, Kesatuankesatuan aski yang tergabung
dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga



buah tuntutan (Tritura) yakni :

- (a) Pembubaran PKI,
(b) Retool Kabinet Dwikora,
(c) Turunkan harga dan perbaikan ekonomi.

Perkembangan selanjutnya mengenai masalah tuntutan
pembubaran PKI, dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Soeharto
pada 12 Maret 1966 sehari setelah menerima Surat Perintah
11 Maret (SP 11 Maret/Supersemar). Sejak itu dimulailah
koreksi total atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh
Orde Lama.

B. AKSI-AKSI TRITURA DAN SURAT PERINTAH
11 MARET

Menjelang berakhirnya tahun 1965 operasi militer penum-
pasan terhadap pemberontakan G-30-S/PKI dapat dikatakan
sudah berakhir, tetapi penyelesaian politik terhadap peristiwa
tersebut belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan oleh Presiden
Soekarno sesuai dengan janjinya. Dengan demikian krisis politik
semakin mendalam. Masyarakat umum diliputi kecemasan,
janganjangan PKI akan diberi kesempatan lagi untuk melaku-
kan pemberontakan. Banyak yang masih ingat akan kekejaman
kaum konumis selama Pemberontakan Madiun pada tahun
1948 ; dan baru saja masyarakat menyaksikan jenazah para
Pahlawan Revolusi yang diambil dari sumur Lubang Buaya
sebagai akibat tindakan kejam PKI. Masyarakat juga ingat akan
pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan oleh rezim
komunis yang menang di Rusia dan negeri Cina. Oleh karena itu
masyarakat berpikir bahwa siapapun dapat mengalami nasib
seperti itu jika kaum komunis diberi kesempatan lagi untuk
merebut kekuasaan sampai berhasil.. Terjadi erosi kepercayaan
rakyat kepada Presiden Soekarno serta pemerintahan yang
dipimpinnya.

Akhirnya kesabaran rakyat mencapai batasnya dengan
semakin parahnya keadaan ekonomi. Kesejahteraan jauh
merosot, antara lain karena laju inflasi yang mencapai 650%.
Dalam suasana demikian, pada 13 Desember 1965 diumumkan
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keputusan pemerintah tentang Kkebijaksanaan di  bidang
ekonomi.?® Pokok isinya ialah tentang kebijaksanaan devaluasi
nilai rupiah, yaitu dari nilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) uang
lama turun menjadi Rp 1.00 (satu rupiah) uang baru. Keputusan
Pemerintah itu disusul dengan Penetapan Presiden Nomor 27
beserta ketetapanketetapan tambahannya tentang kenaikan
tarif dan jasa karena pengaruh devaluasi rupiah. Ketegangan
mencapai puncaknya dengan ditetapkannya kenaikan harga
minyak bumi dan bahan bakar pada 3 Januari 1966, yang
akibatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menyadari betapa gawatnya keadaan ekonomi, pemerintah
membentuk dewan penelitian ad hoc. Tugasnya adalah me-
nyelidiki lebih menyeluruh pengaruh kenaikan harga dan tarif
dari barang-barang dan jasa. Hasil penelitian ini tidak begitu
mempunyai arti untuk dapat djjadikan pegangan karena deras-
nya laju inflasi. Di samping panitia tersebut pemerintah juga
membentuk suatu panitia yang diberi nama Fact Finding
Commission KOTI, yang anggota-anggotanya terdiri dari ber-
bagai pejabat pemerintah dan pemimpin partai politik. Tugas
komisi ini adalah menghimpun segala fakta-fakta dan keterang-
anketerangan serta bukti-bukti tentang peristiwa G-30-S/PKI
dan epilognya.?® Anggota-anggota komisi ini dikirim ke daerah-
daerah dari 27 Desember 1965 sampai 6 Januari 1966. Kesim-
pulan yang diperoleh komisi ialah bahwa terdapat keinginan
keras dari rakyat supaya Presiden/Pemimpin Besar Revolusi
segera mengambil tindakan penyelesaian politik.3° Hasil komisi
disampaikan kepada Presiden Soekarno pada 10 Januari 1966.
Sementara itu pada 31 Desember 1965 Badan Koordinasi Ke-
satuan Aksi dan Front Pancasila menandatangi Naskah De-
klarasi Mendukung Pancasila, yang pokok isinya ialah peng-
galangan persatuan antara dwitunggal yang terdiri dari rakyat
dan ABRI dalam mengamalkan ideologi Pancasila secara murni,

28. Angkatan Bersenjata, 14 Desember 1965 .
29. Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata, 28 Ok tober 1965, h. 1.
30. Laporan Tentang Hasil Fact Finding Commissio KOTI, (dokumen).
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serta menolak usaha pembelaan G-30-S/PKI dalam bentuk
apa pun. Selanjutnya pada 6 Januari KAMI meminta agar ke-
naikan harga barang ditinjau kembali. Permintaan ini tidak men-
dapat tanggapan dari fihak pemerintah.

Kebijaksanaan Pimpinan negara dalam memecahkan ber-
bagai kemelut di dalam negeri, dipandang oleh rakyat sebagai
suatu kebijaksanaan yang tidak mencerminkan upaya mengatasi
gejolak yang timbul di kalangan rakyat. Kepercayaan akan
kepemimpinan nasional masih tinggi di kalangan rakyat, meski-
pun ada beberapa Menteri yang sudah diragukan itikad baik-
perjuangannya seperti Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I
Dr. Subandrio. Ketidak puasan masyarakat luas yang menumpuk
itu akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi
yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Dengan dipelopori
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dimulailah aksi-
aksi demonstrasi oleh mahasiswa Universitas Indonesia dengan
jaket kuningnya pada 10 Januari 1966, yang melanda hampir se-
luruh jalanan ibukota selama kurang lebih 60 hari. Mereka
menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerin-
tah sebagaimana yang telah disinggung pada uraian terdahulu.

Aksi demonstrasi para mahasiswa, dan pelajar, mendapat
dukungan dari berbagai kesatuan aksi lainnya maupun dari
Front Pancasila dan massa rakyat. ”Jaket Kuning” Universitas
Indonesia menjadi lambang penegak keadilan dan kebenaran
yang murni.

Menanggapi aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta itu,
Presiden Soekarno mengundang para wakil mahasiswa untuk
mengikuti sidang paripurna Kabinet Dwikora pada 15 Januari
1966 di Bogor. Dalam sidang itu Presiden bukannya meng-
ambil langkah yang dapat menenangkan situasi, malah sebalik-
nya melontarkan tuduhankecaman bahwa aksi-aksi mahasiswa
didalangi oleh Nekolim (Neo-Kolonialisme, Kolonialisme dan
Imperialisme), khususnya oleh CIA (Central Intelligenci
Agency) Amerika Serikat. Akhirnya Presiden Soekarno mem-
beri komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk ’’Ba-
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risan Soekarno’’ dalam usaha mempertahankan kedudukannya
terhadap apa yang dirasakan sebagai usaha mendongkelnya.
Keinginan Presiden itu didukung terutama oleh Dr. Subandrio,
tokoh-tokoh PKI dan kaderkader PKI yang resmi maupun
yang tidak resmi seperti Sudisman, Ir. Surachman, Sukatno,
Sardjono, Harto Rebo, Adisumarto dan lain-lainnya. Kesemua-
nya itu dalam rangka usaha mempertahankan legalitas PKI.3

Pada 16 Januari dilancarkan isu bahwa Barisan Soekarno
itu bertujuan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Pemimpin
Besar Revolusi Bung Karno. Olah karena rakyat Indonesia
masih mengakui kepemimpinan Presiden Soekarno, isu itu di-
tanggapi oleh semua pihak dengan menyatakan dukungannya
terhadap komando Presiden. Front Pancasila, di mana tergabung
7 partai politik dan puluhan organisasi massa, dalam pernyata-
annya 17 Januari, mendukung komando presiden untuk mem-
pertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim, kontra-revolusi,
Gestok/PKI, kaum vested interest dan kaum intrik.3? Bahkan
tidak kurang Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, yang
merupakan tulang punggung KAMI, juga menyatakan dukung-
annya.’® Memang kelihatan waktu itu hampir semua golongan
bagaikan berlombalomba menyatakan dukungan kepada pem-
bentukan Barisan Seokarno itu.

Akan tetapi pihak ABRI sebagai golongan yang telah ma-
tang menghadapi intrik-intrik politik, pada 16 Januari menang-
gapi isu dengan menyatakan bahwa ABRI tetap taat kepada
Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan me-
melihara kekompakan antara rakyat dan ABRI. Selanjutnya

31. Pidato Presiden Soekarno di depan Sidang Kabinet Dwikora tanggal 15 Januari
1966.

32. Angkatan Bersenjata, 19 Januari 1966. Penggunaan istilah “Gestok’* sebagai
singkatan “Gerakan Satu Oktober” ditafisrkan oleh para pendukung Pancasila
sebagai usaha untuk mendiskreditkan usaha penumpasan terhadap G-30-S/PKI
yang memang dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965. Hingga sekarang mereka
yang memakai istilah ‘Gestok™ (yang diciptakan oleh Presiden Soekarno)
dianggap pendukung Orde Lama. '

33. Angkatan Bersenjata, tanggal 18 Januari 1966.
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pimpinan Angkatan Darat juga menyatakan bahwa seluruh
rakyat adalah Barisan Soekarno, sehingga tidak perlu lagi pem-
bentukan Barisan Soekarno secara fisik. Dua hari kemudian
Pepelrada Jawa Barat mengeluarkan larangan pembentukan
Barisan Soekarno dalam bentuk organisasi apapun di daerah
hukum Jawa BArat. Walaupun larangan itu mendapat teguran
dari presiden, tetapi tindakan itu diikuti oleh daerah-daerah
lain, seperti Komando Antar Daerah (Koanda) Sumatera. KAMI
pusat mengeluarkan pernyataan mendukung larangan tersebut,
karena pembentukan barisan itu secara fisik hanya akan me-
ningkatkan perpecahan di kalangan rakyat.

Tidak berhasilnya pembentukan Barisan Soekarno berarti
-usaha membelokkan perhatian rakyat dari persoalan politik
pemberontakan G-30-S/PKI dapat diatasi secara positif. Oleh
karena itu pada 20 Januari Presiden Soekarno kembali memberi
Komando kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyusun
barisan pembela pemimpin Besar Revolusi. Seruan itu ternyata
tidak menambah tenangnya situasi yang justru diinginkan untuk
suatu political solution. Pihak yang tidak senang terhadap
Tritura, yaitu Orde Lama, menghasut massa PNI/Front Mar-
haenis Ali Surachman (PNI-ASU) untuk membalas aksi-aksi
KAMI, KAPPI dan lain-lainnya dengan perbuatan teror; dengan
demikian pertentangan antara pihak Orde Baru, yang dicermin-
kan ke luar oleh kesatuan-kesatuan aksi, dengan pihak Orde
lama tidak hanya terbatas pada “perang mulut” (pernyataan
dan penyebaran plakat-plakat) tetapi sudah meningkat kepada
perbenturan fisik. dengan dibantu oleh Resimen Cakrabirawa,
Badan Pusat Intelijen (BPI), dan orang-orang kriminal, aksi-
aksi demonstrasi hendak dipatahkan. Hanya dengan dukungan
Front Pancasila dan ABRI perjuangan Tritura dapat diterus-
kan.34

Sementara itu intrik-intrik politik tetap dilakukan oleh

Orde Lama. Isu yang dilansir bahwa setelah reorganisasi KOTI,
partai-partai dan organisasi-organisasi politik akan ditertib-

34. Christianto Wibisono, Aksi-aksi Tritura, Kisah sebuah partnership, (Djakarta,
1970), h. 46
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kan secara integral. Menyadari sasaran apa yang hendak dicapai
dengan isu itu, Front Pancasila mengeluarkan pernyataan 5
pasal pada 14 Febtruari 1966 yang pada pokoknya mendukung
tuntutan Tritura dan menolak segala fitnah yang ditujukan
kepada KAMI dan Front Pancasila.

Dengan dalih ”meningkatkan perjuangan revolusi’’, Presiden
melakukan perombakan kabinet pada 21 Februari 1966. Di-
tegaskan bahwa perombakan ini bukan karena perjuangan
kesatuan-kesatuan aksi. Susunan hasil perombakan kabinet
yang disebut “Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan’ ter-
nyata sangat mengecewakan harapan rakyat. Kabinet baru yang
beranggotakan 102 menteri diumumkan pada 21 Februari
1966. Hal yang sangat mencengangkan rakyat ialah disingkir-
kannya tokoh-tokoh yang justru gigih menentang G-30-S/PKI,
seperti Jenderal A.H. Nasution, Menteri Koordinator Hankam/
Kepala Sfat Angkatan Bersenjata. Sebaliknya Presiden Soekarno
mengangkat sejumlah orang yang diragukan itikad baiknya,
bahkan orang-orang yang terlibat dalam G-30-S/PKI sekalipun,
seperti Dr. Subandrio, Ir. Surachman, Oei Tjoe Tat S.H. dan
lain-lain.

Pada 24 Februari 1966 hari pelantikan menteri kabinet baru
itu, para demonstran melakukan aksi serentak mengempeskan
ban-ban mobil dan menutup jalan-jalan rakyat di seluruh ibu-
kota sehingga lalu-lintas praktis terhenti. Dalam bentrokan di
depan istana, seorang demonstran yang bernama Arief Rachman
Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia, gugur kena peluru
Resimen Cakrabirawa. Insiden berdarah itu menyebabkan
makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Sebagai akibat
daripada aksi itu keesokan harinya yaitu pada 25 Februari
1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang
Malaysia (Kogam), yakni Presiden Soekarno sendiri, KAMI
dibubarkan. '

Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa
Bandung dengan mengeluarkan “’lkrar keadilan dan Kebenaran™
yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat
untuk meneruskan perjuangan. Sementara itu surat perintah
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penangkapan atas tokoh-tokoh KAMI mulai disebarkan Dr.
Subandrio dalam peringatan ulang tahun Gerakan Siswa Nasi-
onal Indonesia (GSNI) yang merupakan ormas PNI-ASU,
pada 28 Februari 1966 kembali menghasut massa Merhaen
untuk melakukan aksi teror terhadap lawan politiknya. Keadaan
menjadi bertambah tidak aman, di Jakarta jam malam diper-
panjang. Universitas Indonesia ditutup sejak 3 Maret 1966
dan para mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari 5 orang.

Dengan munculnya kekuatan massa melalui Kesatuan Aksi

Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi
Indonesia (KAPI) yang melanjutkan aksi KAMI, krisis nasional
makin -tidak terkendalikan. Dalam pada itu mahasiswa mem-
bentuk Resimen Arief Rachman Hakim. Melihat gejala itu,
Presiden menyatakan ketidakpuasan akan pelaksanaan pem-
bubaran KAMI. Dalam rapat KOGAM 7 Maret 1966, Presiden
memerintahkan agar Pepelrada lebih meningkatkan pelaksana-
an pembubaran KAMI.

Sebaliknya Front Pancasila meminta kepada Pemerintah
agar pembubaran KAMI ditinjau kembali. Dalam suasana
demikian Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Dr.
Subandrio diserbu dan diobrak-abrik oleh para pelajar dan
mahasiswa bersamaan waktunya dengan kantor berita RRC,
Hsin Hua juga dibakar. Aksi demonstran 8 Maret itu betul-
betul menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno®*® Pada hari
itu juga Presiden mengeluarkan Perintah Hariannya yang dituju-
kan kepada seluruh ABRI, parpol-parpol dan ormas-ormasnya,
dan seluruh rakyat “yang progresif-revolusioner” supaya was-
pada terhadap usaha untuk “membelokkan jalannya revolusi
kita ke kanan’, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan
setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan
merongrong terhadap kepemimpinan, kewibawaan, atau ke-
bijaksanaan Presiden/Mandataris MPR/Panglima ABRI/Panglima
Besar Revolusi serta untuk memperhebat pengganyangan
terhadap Nekolin serta proyek “British-Malaysia. 36

35. Wawancara dengan H. Marzuki Jatim, Jakarta, 8 Juni 1971: Ali Sastroamidjojo
S.H., Jakarta, 13 Agustus 1971.
36. Berita Yudha, 9 Maret 1966 ; Angkatan Bersenjata, 9 Maret 1966.
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Untuk mengatasi krisis politik yang makin memuncak,
Presiden Soekarno memanggil Front Pancasila, PNI-Asu dan
Partindo pada pertemuan tanggal 10 Maret. Sebelum pertemuan
dilangsungkan, Front Pancasila sudah membulatkan tekad
untuk kompak menghadapi Orde Lama. Pertemuan itu dihadiri
oleh wakil-wakil partai, NU, PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik,
Parkindo, PNI — ASU, dan Muhammadiyah; sedangkan Presiden
didampingi oleh para wakil Perdana menteri (Waperdam) Dr.
Subandrio, Dr. J. Leimena, Dr. Chairul Saleh, Menteri Dalam
Negeri dr. Sumarno, Menteri Penerangan Mayjen Achmadi dan
Duta Besar RI untuk Kuba A.M. Hanafi. Presiden Soekarno dan
para pembantunya serta PNI-Asu dan Partindo menekankan agar
partai politik dan organisasi massa mengutuk demonstrasi Tritu-
ra. Tetapi pihak Front Pancasila tidak bersedia mengutuk de-
monstrasi kecuali hanya mengingatkannya agar tidak ditunggangi
pihak ketiga karena tuntutan pokoknya adalah PKI harus di-
bubarkan.?” Hasil pertemuan tidak memuaskan kedua pihak,
terutama Front Pancasila, karena permintaan pembubaran PK/
tidak berhasil . Pernyataan tentang partai politik dan ormas
yang disiarkan oleh Menteri Penerangan dianggap dapat me-
nimbulkan kesan yang salah dan untuk menghilangkan keragu-
raguan, Front Pancasila mengeluarkan suatu penjelasan untuk
intern partai politik dan ormas pada 11 Maret 1966. Penjelasan
itu ditandatangani oleh wakil-wakil NU, Muhammadiyah,
Partai Katolik, PKI, Perti, dan PSI kecuali Parkindo.>®

Pada 11 Maret 1966 Kabinet mengadakan sidang paripurna.
Sidang bertujuan mencari jalan keluar dari krisis yang terus me-
muncak itu. Sidang diboikot oleh para demonstran dengan me-
lakukan pengempesan ban-ban mobil dan menutup jalan-jalan
yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato, ia di-
beritahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabitrawa, bahwa di
luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal pada seragam-

37. Wawancara dengan H. Marzuki Jatim, Jakarta, 7 dan 8 Juli 1971; Subchan
Z.E., Jakarta 4 Agustus 1971.

38. Wawancara dengan Subhcan Z.E., Harian Angkatan Bersenjata, tanggal 12 Maret
1966.
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nya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir Mach-
mud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presi-
den Soekarno tetap merasa kuatir, dan segera meninggalkan
sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr. Subandrio dan
Waperdam III Dr. Chairul Saleh yang bersama-sama dengan
Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemu-
dian ditutup oleh Waperdam II Dr. J. Leimena, yang kemudian
menyusul ke Bogor dengan mobil. Sebenarnya pasukan di se-
kitar istana itu kehadirannya hanya untuk menjaga segala ke-
mungkinan yang tidak diinginkan akibat aksi demonstran di
tempat itu.

Pada waktu yang sama di Jakarta telah berkumpul para
Panglima Kodam seluruh Indonesia yang menurut rencana akan
diberi briefing oleh Presiden pada tanggal 12 Maret 1966. Untuk
menghadapi situasi selanjutkya supaya antara Front Pancasila
dengan ABRI ada kerjasama, Front Pancasila mengadakan kon-
tak dengan para Panglima Angkatan.3®

Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu
Mayjen Basuki Rachmat (Menteri urusan Veteran), Brigien M.
Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amirmachmud, yang
juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyu-
sul Presiden Soekarno ke Bogor. Motivasinya ialah agar Presiden
tidak merasa terpencil dan supaya yakin bahwa ABRI, khusus-
nya TNI/Angkatan Darat, tetap siap-sedia mengatasi keadaan
asal diberi kepercayaan penuh. Sebelum berangkat, ketiga per-
wira itu minta izin kepada atasannya yakni Menteri/Panglima
Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merang-
kap selaku Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Letnan Jende-
ral Soeharto sedang sakit, dan diharuskan beristirahat di rumah.
Niat ketiga anggota itu disetujui oleh atasannya itu.*® Mayjen
Basuki Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Let-
nan Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno, Letnan Jende-
ral Soeharto menjawab, ’Sampaikan saja bahwa saya tetap pada
kesanggupan saya. Beliau akan mengerti.*!

39. Wawancara dengan Subchan Z.E. . ., op. cit.

40. M. Yusuf, Letjen TNI, “Pengalaman saja dengan Supersemar”, Pedoman, 17
Maret 1973.

41 Ibid
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Latar belakang daripada ucapan itu ialah bahwa sejak per-
temuan mereka di bogor pada tanggal 2 Oktober 1965, setelah
meletusnya pemberontakan G—30—S/PKI, antara Presiden Soe-
karno dengan Jenderal Soeharto terdapat perbedaan pendapat
mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan. Menurut
Jenderal Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum
rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihi-
langkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan
pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan
bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu ber-
tentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke
seluruh- dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya per-
bedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Jenderal
Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal
mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Jenderal
Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi -
yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan

-itu.4?

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi itu mengadakan pem-
bicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio,
Dr. J. Leimena dan Dr. Chairul Saleh. Sesuai dengan kesimpul-
an pembicaraan, ketiga perwira tinggi itu bersama komandan
Resmen Cakrabirawa . (pasukan pengawal Presiden)  Brigjen
Sabur kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah
kepada Letnan Jenderal Soeharto. Setelah dibahas bersama,
akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah
itu. Surat perintah itu terkenal dengan nama Surat Perntah 11
Maret, yang disingkat menjadi SP 11 Maret atau Supersemar.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Letnan Jenderal
Soeharto, setelah menerima Supersemar dari ketiga perwira
“tinggi Angkatan Darat itu ialah membubarkan PKI. Dalam ke-
putusan tersebut tidak hanya PKI yang dibubarkan, tetapijuga
organisasi-organisasi massanya yang berlindung dibawahnya:
bahkan juga organisasi yang berasas sama, termasuk juga dibu-

42. Keterangan Presiden Soeharto kepada Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigien Nu-
groho Notosusanto, Jakarta, 3 Maret 1977.
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barkan. Larangan itu terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.
Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan
demikian salah satu tuntutan dari Tritura telah dilaksanakan.

Sementara itu Front Pancaisla diundang oleh Pengemban
SP 11 Maret untuk membicarakan adanya surat perintah itu dan
langkah apa yang akan diambil, karena dukungan mereka sangat
diperlukan.?®3 Kepada para mahasiswa dan pelajar, Pengemban
SP 11 Maret meminta untuk segera kembali ke bangku sekolah.
Sementara itu kepada semua partai politik dan organisasi massa
diserukan untuk tidak menerima anggota ex PKI dan ormas-
nya sebagai anggotanya.** Dalam seruan yang sama para ang-
gota partai terlarang itu harus segera melaporkan diri paling
lambat akhir Maret 1966. DPR—GR dalam sidang paripurnanya
16 Maret 1966 mendukung kebijaksanaan yang diambil oleh
Pengemban SP 11 Maret itu.

Tindakan kedua yang diambil berdasarkan SP 11 Maret ada-
lah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret
1966 tentang penahanan 15 orang Menteri yang dinilai terlibat
di dalam pemberontakan G—30—S/PKI atau memperlihatkan
itikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah yang ada.
- Para menteri yang ditahan itu adalah Dr. Subandrio, Dr. Chairul
Saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Oei Tjoe Tat
SH, Jusuf Muda Dalam, Mayjen Achmadi, Drs. Achadi, Sumar-
djo, Armunanto, Sutomo Martopradopo, Astrawinata SH, J.
Tumakaka, Mayjen dr. Sumarno dan Letkol Sjafei.

Untuk kelancaran pelaksakaan tugas pemerintah, diangkat
5 orang Menteri Koordinator (Menko) ad interim yang bersama-
sama akan menjadi Presidium Kabinet. Mereka adalah Sultan
Hamengkubuwono [X, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani,
Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena. Juga beberapa orang
menteri ad interim diangkat sampai terbentuknya Kabinet baru.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar
Negeri dirangkap oleh Menteri Ketua Mahkamah Agung Wirjono

43. Wawancara dengan Jenderal Pol. Sutjipto Judodihardjo, Jakarta, tanggal 18
Agustus 1971, I.J. Kasimo, Jakarta 18 Agustus 1971.
44. Harian Angkatan Bersenjata, 15 Maret 1966; Berita Yudha, 15 Maret 1966.
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Prodjodikoro, SH,; Menteri Urusan Bank Sentral dirangkap oleh
Menko Soemarno, SH.; Menteri Perburuhan dirangkap oleh
Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda; Menteri Pertambangan
dirangkap oleh Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi Mayjen
dr. Ibnu Sutowo; Menteri Listrik dan Ketenagaan dirangkap
oleh Menteri Ir. Sutami; Menteri Pengairan Rakyat dan Pemba-
ngunan Masyarakat Desa dirangkap oleh Menteri Pengairan Da-
sar Ir. P.C. Harjosoedirdjo; Menteri Transmigrasi dan Koperasi
dirangkap oleh Menteri Drs. A. Sukendro; Menteri P & K dan
Menteri PTIP dirangkap oleh Menteri/Wakil Ketua DPR—GR
Brigien dr. Sjarif Thayeb; Menteri/Sekjen Front Nasional di-
rangkap oleh Menteri/Wakil Ketua DPR—GR K.H. Achmad
Sjaichu; Menteri Penerangan dirangkap oleh Menteri Negara Do-
mine J. Rumambi; Menteri Dalam Negeri/Gubernur KDH Khu-
sus Ibukota Jakarta Raya dirangkap oleh Menteri Urusan Ve-
teran dan Demobilisasi Mayjen Basuki Rachmat; dan Menteri
Perhubungan Darat Letjen Hidayat merangkap sebagai Menteri
Pos dan Telekomunikasi.*®

C. STABILITAS POLITIK

Dalam masa 1966-1967 terdapat dualisme dalam kepemim-
pinan Nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang ma-
sih aktif dan di pihak lain adanya Jenderal Soeharto yang se-
makin populer. Ia populer berkat prestasinya menumpas pem-
berontakan G—30-S/PKI dalam waktu yang singkat, serta me-
laksanakan dengan pasti usaha-usaha stabilitasi politik dan eko-
nomi berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966.4¢

Saran-saran untuk perbaikan bidang politik dalam negeri
pada masa awal Orde Baru telah dibahas pada Simposium Ke-
bangkitan Semangat 66" yang diselenggarakan oleh Univer-
sitas Indonesia dalam kerja sama dengan KAMI dan KASI (Ke-
satuan Aksi Sarjana Indonesia). Pada simposium yang diseleng-
garakan dari 6 sampai 9 Mei 1966, khusus mengenai pembahas-

45. Harian Angkatan Bersenjata, 19 Maret 1966.

46. Departemen Penerangan R.I., Putusan-putusan Sidang Istimewa MPRS pada
tahun 1967 3-8.
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an bidang politik dalam negeri yang mengambil tema Indonesia
Negara Hukum, antara lain telah diingatkan bahwa dalam waktu
yang lampau banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpang-
an dari asas-asas serta norma-norma yang berlaku dalam suatu
negara hukum. Selain itu dikemukakan pula bahwa peraturan
hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila,
sementara dalam bidang ketatanegaraan terdapat penyimpang-
an-penyimpangan konstitusional. Sebagai contoh penyimpangan
di bidang ketatanegaraan dikemukakan bahwa ada pejabat yang
harus bertanggung jawab kepada pejabat yang lain, tetapi pe-
jabat yang bersangkutan justru pengangkatannya tergantung
dari pejabat yang tersebut pertama, seperti tercantum dalam
Penetapan Presiden (Pen Pres) No. 2 tahun 1959 tentang MPRS.
Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Agung yang seharusnya
melakukan “’kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya ter-
lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah” ketuanya diangkat
sebagai Menteri Negara, yang menyebabkan pengintegrasian
Mahkamah Agung dalam tubuh kabinet sebagai lembaga ekse-
kutif.

Mengenai saran-saran yang disampaikan kepada pemerintah
untuk mengembalikan kewibawaan Negara Republik Indonesia
sebagai Negara Hukum, diusulkan pemurnian pelaksanaan Un-
dang-Undang Dasar 1945, penghentian pengeluaran Penpres-
penpres baru dan peninjauan kembali semua Penpres yang te-
lah dikeluarkan. Diusulkan pula agar diadakan jaminan yang
cukup terhadap pengakuan hak-hak azasi manusia dalam men-
ciptakan dan menegakkan hukum.*’

Usaha merintis jalan menuju kepada iklim politik yang sta-
bil berlangsung setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966
yang kemudian dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS No. IX/
MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Letnan Jen-
deral Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk
mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin
keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi.

47. Simposium Kebangkitan Semangat ’°66”, ‘diselenggarakan dari tanggal 6 s/d 9
Mei 1966 "’Kesimpulan Bidang Politik Dalam Negeri”. )
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Selanjutnya dalam usaha mengembalikan kemurnian pelaksana-
an UUD 1945, para anggota MPRS setelah bersidang dari 20
Juni sampai 5 Juli 1966 menghasilkan ketetapan MPRS No.
XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Menurut ketetapan
ini pemilihan umum diselenggarakan selambat-lambatnya pada
5 Juli 1968.48

Menyadari fungsinya selaku lembaga yang membentuk garis
besar haluan negara, maka oleh MPRS pada waktu yang bersa-
maan telah dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966
tentang pembentukan Kabinet Ampera. Kabinet ini dibentuk
untuk memenuhi dan melaksanakan Tri Tura di bidang; ekono-
mi, keuangan dan pembangunan yang perlu “diambegparamarta-
kan” Tugas membentuk kabinet ini diserahkan kepada Letjen
Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/
1966. Tugas pokok yang dibebankan kepada kabinet ini ialah
menciptakan kestabilan politik dan ekonomi dengan program-
nya antara lain : memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bi-
dang sandang dan pangan, serta melaksanakan pemilihan umum,
sesuai dengan Ketetapan MPRS No. X1.4°

Guna menunjang program kerja Kabinet Ampera, maka
bertempat di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
(Seskoad) Bandung, mulai 25 sampai 31 Agustus 1966 telah
diadakan Seminar Angkatan Darat II. Seminar bertujuan me-
nyumbangkan pikiran kepada Kabinet Ampera dengan me-
rumuskan konsep strategi dan operasi Kabinet Ampera. Di
bidang politik dan konstitusional telah dirumuskan dasar-
dasar Demokrasi Pancasila seperti dimaksudkan dalam UUD
1945, yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara hu-
kum, agar kepastian hukum dirasakan oleh seluruh warga
negara serta penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan.
Lembaga-lembaga serta tatakerja Orde Baru dilepaskan dari
ikatan-ikatan pribadi dan lebih dilembagakan. Sosialisme
Indonesia dirumuskan sebagai masyarakat yang adil dan mak-

48. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia,
No. XII/MPRS/1966.
49. Ketetapan MPRS NO. XII/MPRS/1966.
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mur, sedang mengenai jangkauan revolusi dimaksudkan untuk
mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi
sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad XX.%°

Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966, setelah
Letjen Soeharto mengadakan konsultasi dengan pimpinan
MPRS dan DPR—-GR maupun dengan organisasi politik dan
massa. Jangka waktu kerja Kabinet Ampera dua tahun. Tugas
pokok dan programnya berorientasi kepada tugas-tugas penye-
lesaian proses revolusi (perjuangan). Penyusunan organisasi
kabinet diusahakan agar dapat menjamin kelangsungan peren-
canaan, administrasi, pembinaan personil dan sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka
Pimpinan adalah Presiden, yang memimpin kabinet. Pelaksanaan
pimpinan pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh Presidium
Kabinet oleh seorang Ketua Presidium. Kebijaksanaan umum
pemerintah dilaksanakan oleh Menteri-menteri yang berjumlah
24 orang yang masing-masing memimpin sebuah departemen.
Dalam melakukan Dwi Dharma (tugas) dan Catur Karya (pro-
gramnya), Kabinet Ampera berpegang kepada hasil-hasil Sidang
Umum ke-3 MPRS tahun 1966.5!

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
yang mengatur desentralisasi teritorial,*> kepada Pemerintah
Daerah diletakkan tanggung jawab otonomi riil yang seluas-luas-
nya. Kepada pemerintah daerah juga diberikan wewenang
menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang
vital. Dengan menjalankan politik desentralisasi demikian, di-
harapkan dapat mendewasakan daerah menuju swadaya dan
swasembada dalam berbagai bidang. Sejumlah urusan dialihkan
menjadi tugas dan wewenang daerah (desentralisasi), tanpa

50. Hasil Seminar Angkatan Darat II, "Konsep Strategi dan Operasi Kabinet Ampe-
ra”, h. 46

S1. Pidato radioft.v. Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal
29 Juli 1966.

52. Desentralisasi ialah cara pemerintahan yang lebih banyak memberikan ke-
kuasaan kepada Pemerintah Daerah.
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mengurangi wewenang dan tanggung jawab daerah kepada
Pemerintah Pusat. Penyerahan tugas dan wewenang diimbangi
dengan keuangan yang dibutuhkan oleh daerah. Ketentuan
mengenai pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah
ini dicantumkan dalam ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/
1968.53

Sementara itu untuk mengurus masalah kepartaian, ke-
ormasan dan kekaryaan, MPRS setelah bersidang dari 20 Juni
sampai 5 Juli 1966 menghasilkan ketetapan yang mengatur
tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan.** Materi yang
digunakan membahas masalah ini ialah Penetapan Presiden
No. 7/1959, Peraturan Presiden No. 13/1960 dan Keputusan
Presiden No. 2/1959 yang ditinjau kembali. Tujuan pengatur-
an ketetapan ini merupakan penerapan asas demokrasi ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Bidang lain yang dapat perhatian MPRS ialah masalah pem-
binaan kesatuan bangsa. Melalui resolusi MPRS No. III/Res/
MPRS/1966 ditetapkan dalam pasal-pasalnya mengenai pene-
rapan sistem pendidikan Pancasila dengan cara-cara.®’

(1) Mengintensifkan pendidikan agama sebagai unsur mutlak
untuk national & character building di semua sekolah dan
lembaga pendidikan, dengan memberikan kesempatan
yang seimbang;

(2) Melarang usaha penumbuhan dan pengembangan doktrin-
doktrin yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain
Marxisme—Leninisme —Komunisme.

53. Penjelasan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi
seluas-luasnya kepada daerah untuk suatu alasan menjelaskan lihat Dwi Susanto
dan Zulfikar Ghazali, Desentralisasi dan Otonamin Daerah - Arus Pemikiran
dan Politik Pemerintahan di Indonesia (Jakarta : Laporan penelitian untuk
Lembaga Penelitian UI, 1993).

54. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian keormasan dan
kekaryaan.

55. Resolusi MPRS No. ITI/Res/MPRS/1966, Bab I, pasal I.
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Karena bahasa dianggap sebagai alat pemersatu yang ampuh,
maka pasal 2 dari resolusi MPRS ini menekankan kepada
pemerintah agar penggunaan bahasa Indonesia ditingkatkan.
Demikian pula tentang budaya-budaya daerah pada pasal 3
digariskan untuk menyuburkan pertumbuhannya. Usaha inter-
grasi melalui asimilasi warga negara Keturunan asing dilaksana-
kan dengan mengajukan larangan perangkapan kewarganegara-
an. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menghapuskan
segala hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya
hubungan tidak harmonis antara warga keturunan asing dengan
warga negara asli. Ketentuan ini tercantum dalam resolusi MPRS
yang sama, yaitu pasal 4. Pasal 7 dari resolusi ini memberikan
petunjuk untuk memperkokoh kesatuan bangsa, yaitu dengan
menyadarkan perlunya pencerminan sikap Bhineka Tunggal
Ika dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Pertentangan politik di dalam negeri berangsur-angsur men-
jadi reda setelah kekuasaan pemerintah berada di tangan Jen-
deral Soeharto selaku pejabat presiden. Pendekatan-pendekat-
an dengan organisasi politik dan organisasi massa oleh pejabat
presiden tetap berlangsung guna mendapatkan gambaran me-
ngenai kehendak mereka.

Masih dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang
Dasar 1945 guna menjamin berlakunya hukum dan demokrasi
di Indonesia, beberapa produk MPRS semasa Orde Lama di-
tinjau kembali, seperti ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan politik, ekonomi dan sosial
Orde Baru. Untuk itu berdasarkan Ketetapan MPRS No. X/
MPRS/1966 pasal 1, MPRS berfungsi sebagai MPRS yang di-
maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini yang
berwenang menetapkan GBHN. Setelah bermusyawarah dari
7 sampai 12 Maret 1967, dikeluarkan Ketetapan MPRS No.
XXXVI1/1967 yang meninjau kembali Ketapan MPRS No.
1/MPRS/1960, tentang Manifesto Politik Republik Indonesia
sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.*®

56. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967.
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Produk MPRS masa lalu lainnya yang ditinjau kembali
ialah tentang gelar atau pengertian Pemimpin Besar Revolusi.
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966, predikat
Pemimpin Besar Revolusi yang diberikan pada Dr. Ir. Soekarno
tidak membawa wewenang hukum, sehingga dianggap sebagai
gelar biasa. ~ Selanjutnya berdasarkan Ketetapan. MPRS No.
XXXV/MPRS/1967, telah dicabut Ketetapan MPRS No. XVII/
MPRS/1966. Selain gelar, maka karya-karya Bung Karno yang
dikenal sebagai ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi, sebagai-
mana yang dicantumkan oleh Ketetapan MPRS No. XVI/
MPRS/1966, dinyatakan mempunyai kedudukan yang sama
dengan karya-karya pemimpin Indonesia lainnya. Ketetapan
lain yang diambil oleh MPRS adalah mengatur tentang peneliti-
an ajaran Pemimpin Besar Bung Karno.*’

Memasuki fase terakhir masa transisi, pemerintah meng-
hadapi masalah nasional. Mengingat pemilihan umum sesuai
dengan keputusan MPRS harus diselenggarakan dalam tahun
1968 sedang undang-undang yang mengaturnya belum ada,
maka pejabat presiden di depan DP—MPRS pada 29 Februari
1968 memberikan penjelasan. Menurut pejabat presiden, ke-
manfaatan dan tujuan pemilihan umum ialah menciptakan
stabilitas politik dalam melaksanakan wujud demokrasi yang
sehat. Penyelenggaraan pemilihan umum paling cepat dapat
diselenggarakan dalam jangka waktu 1/2 tahun sesudah di-
undangkannya berbagai undang-undang yang diperlukan.
Tujuan pemilihan umum sebenarnya adalah untuk menyegar-
kan DPR—GR dan MPRS, agar mendekatkan kedudukannya
kepada masyarakat yang diwakilinya serta mencerminkan
perkembangan-perkembangan yang terjadi. Penyegaran lembaga-
lembaga perwakilan rakyat serta lembaga-lembaga eksekutif
merupakan kebutuhan yang mendesak, agar tidak menghambat
pelaksanaan Pembangunan Nasional. Dengan adanya tindakan
penyegaran terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

57. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967.
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dimaksudkan agar rencana Pembangunan Nasional mendapat
dukungan luas dari semua lapisan masyarakat.®

Ada tiga masalah nasional yang meminta perhatian selafna
tahun terakhir masa transisi ini yang berlangsung dari tanggal
1 Januari sampai 26 Maret 1968, yakni :

(1) Usaha memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional,
menegakkan hukum dan menumbuhkan kehidupan demo-
krasi yang sehat sebagai syarat untuk mewujudkan stabili-
tas politik.

(2) melaksanakan Pembangunan Lima Tahun yang pertama
sebagai usaha untuk memoeri isi kepada kemerdekaan.

(3) tetap wéspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan
laten PKI.

Kebebasan mengeluarkan pendapat telah banyak dinikmati
langsung oleh masyarakat. Kebebasan mengeluarkan pendapat
diiringi tanggung jawab lewat pers atau media lainnya merupa-
kan ciri-ciri Orde Baru. Masalah nasional yang ditanggulangi
ialah peningkatan mutu pegawai serta pemberantasan korupsi.
Usaha ini ditempuh dengan cara penempatan yang sesuai
dengan kemampuannya dan meningkatkan mutu kalangan
tersebut. Untuk itu diselenggarakan pendidikan khusus, se-
hingga mereka dapat meningkatkan mutu pekerjaannya. Peme-
rintah tidak melakukan pengurangan pegawai secara drastis,
karena hal ini akan menimbulkan masalah sosial yang baru.

Selanjutnya guna menanggulangi masalah pemberantasan
korupsi, pemerintah membentuk Team Pemberantas Korupsi
(TPK). Pada mulanya team ini bekerja dengan pola yang se-
derhana, yaitu mengadakan penyelidikan terhadap para pejabat
yang menurut masyarakat melakukan korupsi. Terhadap pe-
nyelewengan menurut hukum tak dapat ditindak, pemerintah
mengambil tindakan-tindakan administratif.

58. Penjelasan Pj. Presiden mengenai masalah nasional yang penting dan mendesak
di depan DP—MPRS pada tanggal 29 Pebruari 1968.
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Langkah yang sangat penting ialah mengembalikan Ke-
polisian Republik Indonesia pada fungsinya semula, yakni
sebagai alat Kketertiban masyarakat dan penegak hukum. Se-
iring dengan dikembalikannya fungsi kepohsmn ini, kriminalitas
berangsur-angsur berkurang,.

Pada sidang umum MPRS tahun 1966, Presiden selaku
Mandataris MPRS diminta oleh MPRS untuk memberikan per-
tanggungjawaban mengenai kebijaksanaan yang telah dilakukan,
khususnya mengenai masalah pemberontakan G—30—S/PKI.
Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soe-
karno dalam pidato pertanggungjawaban terhadap MPRS
cenderung memberi amanat, sebagaimana sering dilakukan
di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkung-
an tanggungjawabnya. Presiden memberi judul pidatonya itu
Nawaksara artinya sembilan pokok masalah. Masalah nasional,
khususnya masalah G—-30—S/PKI, sama sekali t1dak disebut-
sebut dalam pidato itu.

Karena masalah gerakan G—30—S/PKI yang merupakan
masalah nasional yang menyangkut kebijaksanaan presiden
tidak disinggung dalam Nawaksara, maka pimpinan MPRS
menganggap perlu adanya kelengkapan laporan pertanggung-
jawabannya sebagai Mandataris MPRS. Untuk itu pimpinan
MPRS mengirim nota kepada presiden, agar presiden meleng-
kapi pertanggungjawabannya mengenai sebab-sebab terjadinya
G—30—S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi
serta akhlak.’® Nota itu dikirim oleh pimpinan MPRS pada
22 Oktober 1966. Permintaan pimpinan MPRS itu dipenuhi
oleh Presiden. Pada tanggal 10 Januari 1967 presiden menyam-
paikan naskah yang dimaksud untuk melengkapi pertanggung-
jawabannya (Nawaksara). Naskah itu disebut Pelengkap Nawak-
sara. Amat disayangkan isi pelengkap itu pada pokoknya tidak
meredakan keadaan, malah situasi konflik semakin menajam
pula. Pelengkap Nawaksara mendapat reaksi dari pelbagai pihak,
dengan pendapat bahwa Presiden Soekarno berusaha untuk

59. Djenderal A.H. Nasution, Menegokkan Keadilan dan Kebenaran, 1, h. 169.
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menambah gawat situasi politik. Misalnya, Dewan Pimpinan
Daerah PNI Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Pel Nawaksara
bukan saja menambah gawatnya keadaan, bahkan cenderung
untuk mengarah kepada malapetaka nasional yang baru. PNI
Sulawesi Selatan merasa kecewa terhadap Pel Nawaksara se-
bagai pertanggungjawaban presiden/mandaratis MPRS, sesuai
No. V/MPRS/1966 dan tidak pula memberikan penyelesaian
terhadap situasi konflik yang berlangsung selama ini.®° Demi-
kian pula DPRD Sulawesi Selatan menyatakan menolak Pel
Nawaksara karena dianggap tidak memenuhi Tritura.®' Se-
mentara itu pihak GMNI Bandung menganggap bahwa Pel
Nawaksara tidak memenuhi kehendak yang tersirat dalam
Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966. Sedangkan Koordinator
Pemuda Sekretariat Bersama Golongan Karya menolak Pel
Nawaksara dan mengusulkan agar MPRS mengadakan sidang
istimewa. Para alim ulama Jawa Barat menyatakan tidak me-
ngakui Presiden Soekarno sebagai presiden karena telah melaku-
kan pelanggaran terhadap syariat Islam dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta Ketetapan MPRS. %2

Sementara itu terdengar pula desas-desus bahwa Pel Nawak-
sara itu disusun oleh Presiden atas kerja sama dengan Presidium
Kabinet. Menteri Penerangan B.M. Diah membantah desas-
desus itu dan menyatakan sikap Presidium Kabinet bahwa
Pel Nawaksara adalah pertanggungjawaban presiden kepada
MPRS. Dalam hal ini Presidium Kabinet tidak bertanggung
jawab. Tegasnya hanya presiden yang berwenang untuk mem-
berikan pertanggung}awaban itu.®

Sehubungan dengan masalah Pel Nawaksara dan bertamba.h
gawatnya situasi konflik, pada 9 Februari 1967 DPR—GR
mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar
lembaga tertinggi negara itu mengadakan sidang istimewa.

60. Berita Yudha, 21 DJanuari 1967.
61. Ibid., 21 Djanuari 1967.
62. Berita Yudha, 28 Djanuari 1967.
63. Ibid., 10 Djanuari 1967.
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Sementara itu usaha-usaha untuk menyelesaikan situasi konflik
ini ailakukan berhubung dengan banyaknya reaksi-reaksi
rakyat. Pihak pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi
dengan presiden. Dalam menyelesaikan situasi konflik itu
timbul pandangan dalam bentuk konsep agar presiden sebelum
Sidang Umum MPRS, mengadakan penyerahan kekuasaan
kepada Pengemban TAP IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perpecahan di kalangan
rakyat dan juga untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan
serta pribadi Presiden Soekarno sendiri agar penyelesaian
politik tidak tertunda dan berlarut-larut pula.

Pada 7 Februari 1967, oleh Jenderal Soeharto konsep ter-
sebut dibahas dan dibicarakan bersama keempat Panglima
Angkatan Bersenjata. Jenderal Soeharto dan para panglima
berkesimpulan bahwa konsep tersebut tidak dapat diterima,
karena solusi semacam itu tidak akan membantu menyelesaikan
konflik politik yang ada. Berkaitan dengan persoalan penye-
rahan kekuasaan presiden itu, pada tanggal 8 Februari Presiden
Soekarno mengirim nota pribadi kepada Jenderal Soeharto.
Dalam notanya itu dia menyatakan kesediaannya untuk me-
nyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Jenderal Soeharto.
Untuk itu Presiden Soekarno mengajukan syarat, yaitu ia di-
pertahankan sebagai Kepala Negara dengan beberapa wewenang
seperti menyatakan perang, mengangkat dan menerima duta
besar.®* Dua hari kemudian, 10 Februari, Jenderal Soeharto
menghadap presiden untuk membicarakan masalah surat yang
berisi konsep penyerahan kekuasaan dan isi nota yang telah
dikirimkan kepadanya serta melaporkan pendirian para Pang-
lima Angkatan.

Keesokan harinya para Panglima Angkatan menemui Pre-
siden di Bogor. Di hadapan Presiden, Jenderal Soeharto meng-
ajukan konsep yang mungkin digunakan untuk mempermudah
penyelesaian situasi konflik. Presiden meminta waktu untuk
mempelajarinya.

64. H. Rosihan Anwar, Indonesia 1966 -- 1983 Dari Koresponden Kami di JaKarta,
(Jakarta, Grafiti, 1992), h. 26.
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Konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto itu berisi
tentang Pernyataan Presiden berhalangan atau Presiden me-
nyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pemegang Surat
Perintah 11 Maret 1966 sesuai dengan Ketetapan MPRS No.
XV/MPRS/1966. Sesuai dengan janji Presiden, pada 12 Februari
1967 Jenderal Soeharto dengan disertai oleh para Panglima
Angkatan mengadakan pertemuan lagi. Di dalam pertemuan
ini presiden menyatakan menyatakan tidak dapat menerima
konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto. Presiden me-
ngusulkan supaya diadakan perubahan bentuk, di samping itu
juga tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.
Presiden mengusulkan agar esok harinya diadakan pertemuan
kembali.

Pagi 13 Februari 1967 para panglima berkumpul kembali
untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum
diajukan kepada Presiden. Pukul 11.00 para panglima mengutus
Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Judodihardjo
untuk menghadap Presiden. Dalam pertemuan ini tidak ter-
dapat kesepakatan pendapat, karena Presiden masih menuntut
perubahan-perubahan yang tidak mungkin dapat dipenuhi
itu.

Beberapa waktu kemudian dengan perantaraan Ajudan
Presiden Mayor Jenderal Surjo Sumpeno, presiden menyatakan
setuju konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto, tetapi
beliau meminta jaminan dari Jenderal Soeharto. Selanjutnya
memerintahkan agar Jenderal Soeharto bersama para panglima
Angkatan berkumpul kembali pada hari Minggu 19 Februari
1967 di Bogor. Selama itu para Panglima Angkatan mengada-
kan serangkaian pertemuan membahas soal-soal yang akan
dibicarakan dengan presiden. Pada 19 Februari kembali di-
adakan pertemuan di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu
Presiden tetap menolak untuk menandatangani konsep yang
diajukan oleh Jenderal Soeharto. Sore harinya Panglima Angkat-
an Laut (Pangal) dipanggil oleh Presiden. Pangal datang meng-
hadap dengan membawa konsep yang telah dipersiapkan se-
belumnya. Presiden menyetujui dengan perubahan-perubahan
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kecil (pasal 3) ditambah dengan kata-kata, “menjaga dan
menegakkan revolusi”. Pada 20 Februari Pangal Mulyadi dan
Pangak Sutjipto dipanggil menghadap Presiden. Kemudian
konsep itu ditandatangani pada hari itu juga. Presiden meminta
agar diumumkan hari Kamis, 23 Februari 1967.%° Setelah
diketahui tentang hari pengumuman penyerahan kekuasaan
itu, pada hari Kamis sore Jenderal Soeharto memanggil semua
menteri ke kantor Presidium Kabinet, Merdeka Barat 15.
Para menteri tidak ada yang tahu maksud panglima Jenderal
Soeharto, kecuali para Panglima Angkatan. Mereka berangkat
bersama-sama ke istana sedang Jenderal Sutjipto dan Marsekal
Rusmin telah mendahului datang di istana.

Adanya tarik-menarik dalam persoalan pelepasan kekuasaan
dari ‘tangan Presiden Soekarno ke tangan Jenderal Soeharto,
dilatarbelakangi oleh sikap dalam masyarakat terhadap Presiden
Soekarno. Menurut Rosihan Anwar, ada dua sikap yang ter-
cermin di dalam masyarakat terhadap Soekarno. Pertama
sikap yang berprinsip dan mau menempuh jalan konstitusional
melalui keputusan MPRS yang akan bersidang 7 Maret. Kedua,
orang-orangnya walaupun yakin akan kesalahan presiden dan
Keterlibatannya dalam G—-30—S/PKI, tetapi bersedia menerap-
kan opportuniteits beginsel, sehingga presiden terbebas dari
penuntutan pengadilan. Terdapatnya dua sikap yang demikian,
oleh Rosihan Anwar, seorang wartawan senior sejak periode
Perang Kemerdekaan, dikaitkan dengan sikap sukrisme yang
terdapat di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa.%¢

Setelah kekuasaan eksekutif berada di tangan Jenderal
Soeharto, yang menjadi persoalan hangat ialah Sidang Istimewa
MPRS. Sidang Istimewa MPRS itu dianggap penting karena
keduaukan MPRS ini sama dengan kedudukan MPR yang
sah melalui hasil pemilihan umum. Dengan demikian, hasil-

65. Wawancara dengan Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, Jakarta, 2 Juli 1971.
66. H. Rosihan Anwar, op. cit., h. 26.
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hasil Keputusan yang diperoleh dari sidang istimewa itu akan

sangat penting artinya. Menurut Rosihan Anwar sejak penyerah-

an kekuasaan eksekutif kepada Jenderal Soeharto pada 20

Februari, dalam masyarakat politik terdapat tiga aliran utama,

yaitu :

(1) Mereka yang menuntut agar Soekarno dipecat dan di-
adili sesuai dengan resolusi DPR—GR tanggal 9 Februari.

(2) Mereka yang menentang pemecatan Soekarno sebagai
presiden dan tetap mempertahankan Soekarno sebagai
“Presiden Konstitusional” walaupun ini bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya mengenal
“’Presiden Eksekutif”’.

(3) Mereka yang menempuh “jalan tengah” dan bersedia
tidak mencantumkan perkataan “’pe<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>